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ABSTRAK

SUARDI, Nomor Pokok : M 111 04 045, Judul Skripsi : Analisis Tindak
Fidana Bidang Kehutanan di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2004-2008, di bawsh bimbingan Yusran Jusuf sebagai pembimbing I dan
Mas ud Junus sebagai Pmnbimhing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi delik-delik (tindak
pidana) bidang kehutanan yang terjadi di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi
Selatan tahun 2004-2008, menganalisis proses penanganan tindak pidana bidang
kehutanan yang teradi di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan tahun
2004-2008, serla untuk mengetahui kendala-kendala dalam penanganan tindak
pidana bidang kehutanan di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan tahun
2004-2008,

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah administrasi Dinas Kehutanan
Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, melalui dua tehnik pengumpulan
data yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan Penelitian kepustakaan
penulis lakukan dengan merangkum beberapa literature dan dokumen yang
berhubungan dengan pembshasan dalam skripsi ini, sedangkan penelitian
lapangan penulis peroleh secara langsung melalui wawancara dengan narasumber.
Keseluruhan data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan
pendekatan deskriftif.

Hasil peneliian ini menunjukkan bahwa selama kurung waktu tahun
2004-2008 sampai dengan bulan Mei tahun 2008 jumlah kasus tindak pidana
Kehutanan yang ditangani oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 12
kasus illegal logging dan delapan kasus perambahan hutan. Kasus illegal logging
vang paling banyak terjadi, hal ini disebabkan karena illegal logging yang terjadi
di Kabupaten Pinrang saja, tetapi banyak juga kayu vang berasal dari luar
Kabupaten Pinrang, yaitu dari Kalimantan Timur dan Sulawesi Tenggara. Kasus
ini merupakan hasil laporan masyarakat serta temuan langsung oleh petugas di
lapangan, ke 12 kasus illegal logging ini diketahui memanen/mengangkut hasil
hutan (kayu) tanpa disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).
Dalam proses penanganan kasus, PPNS Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi
Sulawesi Selatan dalam melakukan tugas Penyidikan mengikuti mekanisme
Koordinasi dan Pengawasan (Korwas) dengan Polres Kabupaten Pinrang, Adapun
kendala yang dihadapi dalam penanganan kasus yaitu kurangnya dana, sarana dan

i



prasarana operasional kegiatan seperti kendaraan operasional, persenjataan, alat
komunikasi, keterampilan dan keahlian petugas yang masih terbalas serta personil
petugas kehutanan yang tidak sebanding dengan luas hutan yang ada. Selanjutnya
pengoptimalan penegakan hokum tindak pidana kehutanan tidak dapat dilepaskan
dari peranan PPNS Dinas Kehutanan Mekanisme Koordinasi dan pengawasan
PPNS kehutanan dengan Penvidik Polres haruslah ditingkatkan dan dievaluasi,
pemnahaman akan bentuk, peranan, tugas dan tanggung jawab anatara PPNS dan
penyidik Polres adalah sesuatu yang mutlak untuk diketahui dan dilaksanakan
seiring marakmya pelanggaran tindak pidana kehutanan sampai  hari ini,
pemerintah harus lebih serius dalam penegakan hukum kehutanan, dengan
pengadaan seluruh kebutuhan dalam proses penanganan kasus tindak pidana
kehutanan, agar perlindungan hutan dapat terwujud sebagaimana mestinya.
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BAB I
FPENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi  daerah dalam penyelenggaraan kehutanan, adalah meletakkan
kewenangan pengelolaan sumber daya hutan di daerah, Dengan kewenangan yang
utuh seperti itu, maka pemanfaatan dan pelestarian hutan menjadi hak dan tanggung
jawab pemerintah daerah. Begitu halnya hutan di Kabupaten Pinrang Provinsi
Sulawesi Selatan, penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
(Pemda) Kabupaten Pinrang,

Berdasarkan Badan Arsip dan Perpustakaan Daersh Sulawesi Selatan
(BAPPDS) tahun 2008, Kabupaten Pinrang memiliki luas hutan sebesar 72831
hektar dari 2,121 juta hektar luas keseluruhan hutan Sulawesi Selatan. Dari luasan
72.831 hektar tersebut, tediri dari hutan lindung sebesar 46.782 hektar, dan hutan
produksi terbatas sebesar 26.049 hektar, Kasus kehutanan vang banvak didapati
yaitu, illegal logging dan perambahan hutan. Hal ini disebabkan karena
berkembangnya usaha perkebunan rakyat, perladangan, dan pengambilan kayu di
hutan yang terus terjadi. Kenyataan ini merupakan gambaran riil, sekaligus hal yang
perlu untuk disikapi terkait dengan konsep pengelolaan hutan secara lestar

(Sustainable forest management)



KEI‘UEHI;[EH hutan sebagai akibat sesat pikir paradigma, kekeliruan penerapan
sistem pengelolaan hingga malpraktek pemanfaatannya sudah barang tentu dilandasi
oleh serangkaian faktor penyebab. Persoalannya, kemampuan secara tepat dalam
menentukan faktor penyebab itulah yang seringkali justru mengakibatkan proses
kerusakan hutan tiada kunjung mampu dihentikan, bahkan justru terus berlangsung.
Tanpa menyadari persoalan yang menjadi akar penyebabnya, maka setiap upaya
mengatasi kerusakan hutan hanya akan menuai kegagalan.

Sehingga Sistem hukum dengan undang-undang sebagai produknya
diharapkan mampu menjadi salah satu komponen dalam perlindungan hutan. Selain
sebagai konsep pengendalian dan pengawasan dalam fungsi perizinan. Dalam konsep
hukum kehutanan juga dikenal asas perlindungan hutan dimana setiap orang/badan
hukum harus berperan serta untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan
hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, daya-daya alam,
kebakaran, hama dan penyakit,

Banyaknya kasus ataupun pelanggaran hukum bidang kehutanan yang tefjadi
merupakan parameter yang jelas tentang sejauh mana perlindungan hutan dari segi
penegakan hukum. Penetapan instrumen hukum baik dalam rangka penegakan aspek
administrasi, aspek perdata maupun aspek pidana diharapkan mampu sebagai bagian
dalam pencegahan laju kerusakan hutan dalam bentuk pembatasan-pembatasan
terhadap tindakan-tindakan tertentu dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan
hustan.



Dengan uraian di atas maka dianggap perlu untuk melakukan penelitian
terkait pada kasus hukum tindak pidana bidang kehutanan di Kabupaten Pinrang
Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus sebagai gambaran kasus-kasus kehutanan yang

terjadi dalam kurun waktu tahun 2004 — 2008

B. Tujuan dan Kegunaan
Tujuan diadakannya penelitian ini adalah:
1. Menginventarisasi delik-delik (tindak pidana) bidang kehutanan yang terjadi di
Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2004 - 2008
2. Menganalisis proses penanganan tindak pidana bidang kehutanan vang terjadi
di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2004 - 2008
3. Mengetahui kendala-kendala dalam penanganan tindak pidana bidang Kehutanan
di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2004 — 2008,
Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi
mengenai jenis-jenis, proses dan kendala yang dihadapi dalam penanganan tindak
pidana bidang Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan tahun

2004 - 2008,



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Kehutanan

Hukum kehutanan adalah salah satu bidang hukum yang sudah berumur 139
tahun, yaitu sejak diundangkannya Reglemen hutan 1865. Istilah hukum kehutanan
merupakan terjemahan dari Boswezen Recht (Belanda) atau Forest Law (Inggris).
Menurut hukum Inggris kuno yang disebut forest law (hukum kehutanan) adalah
“The system or body of old law relating to the royal forest” artinya suatu system atau
tatanan hukum lama yang berhubungan dan mengatur hutan-hutan kerajaan,
Pengertian ini hanya mengatur hutan-hutan milik kerajaan dan tidak mengatur hutan
milik (hutan rakyat), (Nurdjana dkk, 2005, hal 42),

Hukum Kehutanan menurut Biro Hukum dan organisasi, Departemen
Kehutanan 1992 sebagaimana yang dikutip oleh Salim (2003:6) bahwa hukum
kehutanan adalah “kumpulan (himpunan) peraturan baik yang tertulis maupun yang
tidak tertulis yang berkenaan dengan kegiatan yang bersangkut paut dengan hutan dan
pengurusannya”. (Nurdjana dklk, 2005, hal 42).

Ada tiga unsur yang terkandung dalam pengertian hukum kehutanan menurut
Salim (2003: 6) yaitu; (1) adanya kaidah hukum kehutanan, baik yang tertulis
maupun yang tidak tertulis, (2) mengatur hubungan antara Negara dengan hutan dan
kehutanan, dan (3) mengatur hubungan antara individu (perorangan) dengan hutan

dan kehutanan. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan



bahwa pengertian hukum kehutanan adalah kumpulan kaidah/norma atau peraturan
yang mengatur tentang hubungan hukum antara Negara dengan hutan dan kehutanan
dan hubungan hukum antar individu (perorangan) dengan hutan dan kehutanan.
(Nurdjana dkk, 2003, hal 42-43),

Pengertian Hutan dan Kehutanan di atas menurut (Pasal 1 UU No. 41 Tahun
1999}, tentang kehutanan disebutkan bahwa. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistemn
berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati vang didominasi pepohonan
dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat
dipisahkan Sedangkan Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut
dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

Menurut Nurdjana, dkk (2005, hal 49) fungsi hukum kehutanan merupakan
sarana perlindungan hutan, agar kelestarian kemampuan yang dimiliki oleh hutan
dapat tetap terjaga. Oleh karena itu hukum harus ditegakkan Pelaksanaan hukum
dapat berarti menjalankan hukum tanpa ada sengketa atau pelanggaran. Ini meliputi
pelaksanaan hukum oleh setiap warga Negara setiap hari yang tidak disadarinya dan
juga oleh aparat negara, seperti misalnya polisi yang berdiri diperempatan jalan
mengatur lalu lintas (Law enforcement). Disamping itu pelaksanaan hukum dapat

terjadi kalau ada sengketa, yaitu yang dilaksanakan oleh hakim. Ini sekaligus

merupakan penegakan hukum.



B. Tindak Pidana

Menurut Alam Setia Zain (1997, hal 16) istilah pidana memiliki sifat khas,
serupa dengan sanksi yang berkonotasi sebagai hukuman. Beberapa ahli pidana
diantaranya berpendapat sebagai berikut
a. Pidana adalah reaksi atau delik (tindak pidana), dan ini berujud suatu nestapa yang

dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik (tindak pidana) itu
(Prof. Mr. Roeslan Saleh, 8.H).

b. Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada
orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi perbuatan syarat-syarat tertentu
(Prof. Soedario, 5.H.).

Menurut Alam Setia Zain (1997, hal 17) bertolak dari pendapat yang
dikemukakan maka dapat disimpulkan ciri-ciri dan unsur-unsur pengertian pidana
yaitu;

1. Istilah pidana pada dasarnya merupakan suatu penghukuman yang menimbulkan
penderitaan atau hal yang tidak menyenangkan pada diri seseorang yang
melakukan tindakan yang tidak sesuai hukum.

2. Penjatuhan pidana merupakan suatu putusan hukum yang ditetapkan oleh suatu
Badan/Lembaga yang memiliki kekuasaan (kewenangan).

4. Sanksi pidana merupakan penetapan tentang adanya suatu kepastian hukum

terhadap diri subjek hukum karena akibat tindakan yang dilakukannya

bertentangan dan melawan hukum,



Kata “tindak pidana” merupakan terjemahan dari “strafbaar feir”, Moeljatno
memakai istilah “perbuatan pidana” oleh karena pengertian perbuatan lebih abstrak
sehingga lebih luas dari pengertian tindak yang hanya menyatakan keadaan kongkrit;
Tirtaamidjaja memakai istilah “pelanggaran pidana” dan Utrecht memakai istilah
“peristiwa pidana” (Marpaung, 1997: 8-9). Lebih lanjut dikatakan bahwa pada
umumnya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin
yakni delicfum. Dalam kamus besar bahasa Indonesia delik artinya perbuatan yang
dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang
tindak pidana. (Nurdjana dkk, 2005, hal 47).

Unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian di atas vaitu (1) ada suatu
perbuatan; (2) perbuatan itu dapat dikenakan hukuman; dan (3) perbuatan itu
melanggar undang-undang tindak pidana. Pengertian ini konsisten dengan asas
legalitas (rullum delictum) seperti yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana bahwa “tiada suatu perbuatan boleh dihukum
melainkan atas kekuatan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari pada
perbuatan itu”. Dalam penjelasannya, Utrecht mengemukakan bahwa asas rullum
delictum itu  kurang  melindungi  kepentingan-kepentingan  kolektif
(collectieve belangen) dan untuk itu hendaknya ditinggalkan untuk delik vang
dilakukan terhadap kolektivitas (masyarakat), tetapi boleh dipertahankan mengenai
delik yang dilakukan terhadap seorang individu (Soesilo, 1995: 27-28), Dengan
demikian, asas retroaktif boleh diberlakukan untuk delik yang dilakukan terhadap

masyarakat.



Dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 amandemen kedua, vang berbunyi.
Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada
pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan _maksud semata-mata
untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang -i;in
dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-
milai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Hukum pidana adalah hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa atau
siapa sajakah yang dapat dipidana serta sanksi-sanksi apa sajakah yang tersedia,
Hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana materil dan hukum pidana formil.
Hukum pidana materil ini memuat perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang
discbut delik dan yang diancam dengan sanksi. Hukum pidana formil atau hukum
acara pidana mengatur bagaimana caranya Negara menerapkan sanksi pidana pada
peristiwa kongkrit. (Nurdjana dikk, 2005, hal 48-49),

Sanksi pidana dari segi tujuan penerapannya menurut HL. Packer dapat
dibenarkan dengan alasan. Untuk mencegah terjadinya kejahatan atau tindakan yang
tidak dikehendaki atau tindakan yang salah (the prevention of crime or undersired or
offending conduct). Serta untuk memberikan balasan vang setimpal dan layak sesuai
tindakan pelaku tindak pidan (the diserved inflication of suffering on

evildoersretribution for perceived wrong doing). (Alam Setia Zain, 1997, hal 17).



C. Perlindungan Hutan

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NMomor 45 Tahun 2004
tentang Perlindungan Hutan Bab I Pasal I disebutkan bahwa. Perlindungan hutan
adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan
hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya
alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara,
masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta
perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan,

Dalam Pasal 3 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa,
penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan :

a, menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang
proporsional;

b. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi
lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya,
dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;

¢. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;

d. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan
masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga
mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan tehadap akibat
perubahan eksternal; dan

e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.



Ada tiga hal yang menjadi tujuan penyelenggaraan perlindungan hutan yaitu
menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi
konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari,

(Pasal 46 ULl No. 41 Tahun 1999),

Disadari bahwa ULl Kehutanan tidak dapat menjadi landasan penyelenggaraan
perlindungan hutan secara efektif apabila tidak disertai sejumlah instrument dan
prakondisi yang mendukung implementasinya.  Peraturan Pemerintah yang
dirumuskan berdasarkan UU Kehutanan menjadi salah satu bentuk instrument yang
dimaksud, tetapi implementasi peraturan pemerintah itu sendiri perlu ditunjang oleh
organisasi yang sesuai. Dengan demikian, antara UU Kehutanan, Perturan
Pemerintah dan peraturan lainnya, serta bentuk organisasi penyelenggaraan
kehutanan merupakan tiga komponen yang tidak dapat dipisahkan satu dengan
lainnya. (Hariadi Kartodiharjo, 2008, hal 213),

Menurut Alam Setia Zain (1997, hal 10) Tujuan perlindungan hutan yakni,
untuk menjaga kelestarian hutan agar dapat memenuhi fungsinya. Disadari bersama
fungsi hutan sangat besar pengaruhnya di dalam proses kehidupan mahluk bumi.
Terutama, bagi kehidupan manusia sebagai khalifah dan penentu kelestarian
ekosistem dalam rangka pembangunan nasional. Bahkan lebih jauh kehidupan
 ekosistem yang diperankan di dalam kehidupan bangsa tidak terlepas dari ckosistem
bumi yang sangat kompleks dan maha luas.

Pejabat Kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan

wewenang kepolisian Ichusus di bidangnya untuk menjamin terselenggaranya
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perlindungan hutan. Dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai polisi
kehutanan, dan Pegawai Perusahaan Umum Kehutanan Indonesia (Perum Perhutani)
yang diangkat sebagai Polisi Kehutanan, (Pasal 32, PPRI Nomor 45).

Untuk melindungi hak-hak Negara atas hutan dan hasil hutan maka terhadap
semua jenis hasil hutan, harus dilakukan pengukuran dan pengujian oleh petugas
kehutanan termasuk pula diharuskan bagi setiap pengangkutan hasil hutan untuk
memiliki dokumen/surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) yang dibawa atau
diangkut. (Alam Setia Zain, 1997, hal 12).

Pemerintah mengatur perlindungan hutan baik dalam maupun di luar kawasan
hutan. Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, serta pihak-pihak yang menerima
wewenang pengelolaan hutan, diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya.
Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hutan yang sebaik-baiknya, masyarakat
diikutsertakan dalam upaya perlindungan hutan. (pasal 48 UU. No. 41 Tahun 1999),

Pemanfaatan hutan dilakukan dengan pemberian izin pemanfaatan kawasan,
izin pemanfaatan jasa lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu,
izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Disamping mempunyai hak untuk
memanfaatkan, pemegang izin harus bertanggung jawab atas segala macam gangguan
terhadap hutan dan kawasan hutan yang dipercayakan kepadanya.

(Penjelasan UU No. 41 Tahun 1999),
Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan dikenakan juran izin usaha,

provisi, dana reboisasi, dan dana jaminan kinerja serta menyediakan dana investasi
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untuk biaya pelestarian hutan, sedangkan pemegang izin pemungutan hasil hutan
hanya dikenakan provisi. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan peraturan pemerintah,
(Pasal 35 UU. No. 41 Tahun 1999),

Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha
pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan
kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan
kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. (pasal 50 UU No, 41 Tahun 1999),

Dalam Pasal 50 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan di sebutkan Setiap
orang dilarang : a. mengerjakan atau menggunakan dan atay menduduki kawasan
hutan secara tidak sah; b. merambah kawasan hutan; c. melakukan penebangan
pohon dalam kawasan hutan (radius 500 meter dari fepi waduk ataw darau,
200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa 100 meter dari
kiri kanan fepi sungai, 50 meter dari kiri kanan fepi anak sungai, 2 kali kedalamean
Jurang dari tepi jurang, 130 kali selisih pasang tertinggi dan paseng terendah dari
tepi pantai), d. membakar hutan; e. menebang pohon atau memanen/memungut hasil
hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan,'mer.ayimpau
atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan
hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;, g melakukan kegiatan
penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksplotasi bahan tambang di dalam kawasan
hutan,tanpa izin Menteri; h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang

tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
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. menggembalakan ternak dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus
untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang: j. membawa alat-alat berat dan
atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut
hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang; k. membawa
alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di
dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang; |. membuang benda-benda
yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan
atau kelangsungan fungsi hutan kedalam kawasan hutan: dan m. mengeluarkan,
membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi
undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat vang berwenang,
Mengenai larangan dalam hal konservasi sumber daya alam lebih jelas diatur dalam
Pasal 2] ayat (1), (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber
daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Bentuk-bentuk pelanggaran pidana yang terkait dengan perlindungan hutan
selain yang diatur dalam UU No.41 tahun 1999, UTJ No. 5 Tahun 1990, dan PPRI
No. 45 Tahun 2004 terdapat ketentuan pidana di luar perundang-undangan yang
secara khusus mengatur tentang kehutanan di atas yaitu pada Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) yang dikelompokkan kedalam beberapa bentuk kejahatan
secara umum yaitu pengrusakan, pencurian, penyelundupan, pemalsuan, penggelapan
dan penadahan.

Kebijakan yang baik dalam perlindungan hutan, bukanlah memisahkan

masyarakat terhadap hutan, melainkan menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk
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melindungi hutan. Oleh karena itu menasionalkan hutan yang justru terus menenus
meninggikan biaya transaksi pengelolaan hutan, menjadi wujud salah tafsir yang
perlu diluruskan kembali. Inilah pelajaran pertama dan yang terpenting dari masa
krisis. (Hariadi Kartodiharjo, 2008, hal 174)

Selanjutnya menurut Nurdjana, Dkk. (2005, hal 46) perlindungan hutan dapat
berjalan efektif apabila salah satunya harus ditetapkan instrument hukum baik dalam
rangka penegakan administrasi, aspek perdata, maupun aspek pidana, Perlindungan
hutan dalam bentuk pembatasan-pembatasan terhadap tindakan-tindakan tertentu
dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan, diatur dalam Pasal 50 UU Ne. 41/1999
yang diberikan sanksi yang tegas dan berat dalam Pasal 78 UU tersebut.

Menurut Hariadi Kartodiharjo (2008, hal 213) faktor lain penyebab kerusakan
hutan adalah lemahnya kapasitas dan kapabilitas institusi penyelenggara kehutanan
baik pusat maupun daerah. Masalah pokok inilah yang menyebabkan kondisi adanvya
ketidak pastian hukum baik bagi dunia usaha kehutanan maupun bagi masyarakat
pengguna sumberdaya hutan sebagai penopang kesejateraan sosial ekonominya, serta
kondisi banyaknya sengketa pemanfaatan sumber daya hutan dan lemahnya
perencanaan serta perlindungan hutan. Kedua kondisi tersebut yang menjadi

penyebab meningkatnya kerusakan hutan,
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D. Penyidik

Pengertian Penyidik dapat dilihat dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang
No. 41 Tahun 1999 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAF).
Dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 di sebutkan. Selain
Pejabat Penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri
Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan,
diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana,

Selanjutnya, Penyidik menurut Pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa penyidik adalah
pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu
yang diberi wewenang khusus oleh undang - undang untuk melakukan penyidikan,
Sedangkan Penyelidik menurut Pasal 1 ayat (4) Ketentuan Umum Kitab undang-
Undang Hukum Acara Il'id:ma (KUHAP) disebutkan bahwa Penyelidik adalah setiap
pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang
i untuk melakukan penyelidikan.

Adapun pengertian kata “Penyidikan” tersebut di atas disebutkan pada Pasal 1
ayat (2) Ketentuan Umum Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
sebagai berikut. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana

yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
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Dalam fasal 38 ayat (1), (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan disebutkan bahwa Pejabat
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan merupakan pegawai negeri sipil di
lingkungan instansi Kahutanan pusat atau daerah, yang oleh dan atas kuasa undang-
undang memiliki wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati
dan Ekosistemnya dan Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan,
Wilayah Hukum atau wilayah ketja Pejabat Penyidik Pegawai Negeni Sipil Instansi
kehutanan pusat atau daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan wilayah
administrasi pemerintahan baik pusat maupun daerah. Pejabat Penyidik Pegawai
Megeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (Pasal 77 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999).

Dalam Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena
kewajibannya mempunyai wewenang: menerima laporan atau pengaduan dari
seorang tentang adanya tindak pidana; melakukan tindakan pertama pada saat di
tempat kejadian; menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda
pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penahan, penggeledahan dan
penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitzan surat, mengambil sidik jari dan
memotret seorang; memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka

atau saksi; mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
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pemeriksaan perkara; mengadakan penghentian penyidikan; mengadakan tindakan
lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan disebutkan bahwa: Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk: Melakukan pemeriksaan atas kebenaran
laporan atau keterangan vang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut
tanah, kawasan hutan, dan hasil hutan; melakukan pemeriksaan terhadap orang yang
diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil
hutan; memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau
wilayah hukumnya; melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak
pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku: meminta keterangan _dan
barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang
menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan: menangkap dan menahan dalam
koordinasai dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana: membuat dan menandatangani berita
acara, menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya
tindak pidana yang menyangkut hutan dan hasil hutan.

Pasal 39 ayat (3),(4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45
Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan disebutkan bahwa: Pejabat Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah

koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian MNegara Republik Indonesia. Hasil
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penyidikan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan diserahkan kepada
Penuntut Umum sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya
penyidikan kepada Pejabat Penyidik Polri, dan hasil penyidikan diserahkan kepada
penuntut umum melalui Pejabat Penyidik POLRI. Hal itu dimaksudkan untuk
memberikan jaminan bahwa hasil penyidikan telah memenuhi ketentuan dan
persyaratan. Mekanisme hubungan koordinasi antara Pejabat Penyidik Pepawai
Negeri Sipil dengan Pejabat Penyidik POLRI dilakukan sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku. (Penjelasan UU No. 41 Tahun 1999 Pasal (77) ayat (3)).

E. Penyelesaian sengketa
Dalam Bab XII Undang undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
disebutkan bahwa : Pasal 74 (1) Penyelesaian sengketa kehutanan dapat ditempuh
melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para
pihak yang bersengketa. (2) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa
kehutanan di luar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan
setelah tidak tercapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa,
Pasal 75
(1) Penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan tidak berlaku terhadap
tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

(2) Penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan dimaksudkan untuk
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mencapai kesepakatan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi,
dan atau mengenai bentuk tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk
memulihkan fungsi hutan,

(3) Dalam penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan jasa pihak ketiga yang ditunjuk bersama
oleh para pihak dan atau pendampingan organisasi non Pemerintah untuk
membantu penyelesaian sengketa kehutanan

Pasal 76

(1) Penyelesaian sengketa kehutanan melalui pengadilan  dimaksudkan untuk

memperoleh putusan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi,
dan atau tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pihak yang kalah dalam
sengketa, _

(2) Selain putusan untuk melakukan tindakan tertenty sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas
keterlambatan pelaksanaan tindakan tertentu tersebut setiap hari.

Menurut Andi Arafat (2008, hal 25-30) penyelesaian sengketa oleh PPNS
kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan kasus-kasus yang terjadi untuk
daerah Kabupaten/Kota, proses penyidikannya diserahkan ke PPNS Dinas Kehutanan
Kabupaten/Kota. Namun bila di KabupatenKota tidak terdapat PPNS maka
diserahkan Kepada Penyidik Polres Kabupaten/Kota.

Ada beberapa kasus yang terjadi dan diketahui oleh selain PPNS Kehutanan,

kasus-kasus tersebut pada proses penangkapannya dilakukan oleh Kepolisian
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(Polres, Pol-Air/Palda), BKSDA, Bea Cukai, Lantamal VI. Untuk instansi/badan
yang tidak memiliki kewenangan melakukan penyidikan bidang kehutanan maka
penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada PPNS Kehutanan dan ada pula vang
diserahkan ke Kepolisian.

Penanganan kasus kehutanan oleh selain PPNS Provinsi Sulawesi Selatan
menurut Narasumber Bapak Abd. Hafid Taha dan Bapak Baso Djapang (PPNS Dinas
Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan) berdasar atas beberapa hal antara lain adalah:

a. Proses penangkapan yang terjadi memang di lakukan oleh selain PPNS
Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan,

b. Adanya kewenangan melakukan penangkapan dan penyidikan untuk menangani
kasus oleh selain PPNS Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. terkait dengan hal
ini yang dimaksud adalah Kepolisian yang berhak_melakukan penangkapan dan
penyidikan, serta BKSDA dan beberapa Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota yang
juga memiliki PPNS Kehutanan.

¢. Pertimbangan pembiayaan yang tinggi, lokasi yang cukup jauh jika kasus tersebut
diselesaikan oleh PPNS Provinsi, sehingga penanganannya diserahkan kepada
PPNS Kabupaten/Kota. Jika pada KabupatenKota tidak memiliki PPNS maka

diserahkan kepada Kepolisian Kabupaten/Kota.
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1.

Koordinasi dan Pengawasan PPNS Kehutanan dan Penyidik POLRI

Selanjutnya menurut Narasumber, Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan

oleh PPNS Kehutanan selalu mengikuti mekanisme koordinasi dan pengawasan

(Korwas) penyidikan pegawai negeri sipil, tugas kewajiban PPNS adalah sebagai

berkut ;

a.

Memberitahukan/melaporkan tentang penyidikan yang dilakukan kepada penyidik
Polni (Laporan dimulainya penyidikan)

Memberitahukan perkembangan penyidikan vang dilakukannya

Meminta petunjuk dan bantuan penyidikan sesuai kebutuhan

Memberitahukan dan melaporkan tentang penghentian penyidikan yang
dilakukannya.

Menyerahkan berkas perkara hasil-hasil penyidikan kepada Penuntut Umum
melalui Penyidik Poln

Penyidik Polri dalam kaitannya dengan mekanisme koordinasi dan

pengawasan (Korwas) memiliki tugas ;

2. Menerima laporan dan pemberitahuan tentang dimulainya penyidikan oleh PPNS

dan meneruskan kepenuntut umum,

Mengikuti perkembangan pelaksanaan penyidikan vang dilakukan oleh PPNS
Diminta atau tidak diminta, wajib memberikan bantuan penyidikan kepada PPNS
Memberikan petunjuk teknis penyidikan kepada PPNS untuk membantu
kecepatan dan penyempurnaan penyelesaian berkas perkara baik formil maupun

materiil
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& Menerima pemberitahuan tentang penghentian penyidikan cleh PPNS untuk
diteruskan ke Penuntut Umum

£ Meneliti berkas Perkara hasil penyidikan PPNS dan meneruskannya kepada
Penuntut Umum dan atau mengembalikan Berkas perkara kepada PPNS disertai
petunjuk seperlunya bila berkas itu belum sempurna,

g Turut bertanggung jawab dalam proses penyidikan vang dilakukan oleh PPNS

Dalam pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS jelas sekali bahwa
segala sesuatu yang terkait dalam penyidikan selalu akan dikoordinasikan dengan
penyidik Polri, dan penyidik Polri juga melakukan pengawasan terhadap proses
penyidikan yang dilakukan oleh PPNS. Bentuk koordinasi dan pengawasan ini
terlihat bahwa keberadaan penyidikan PPNS tidak sepenuhnya adalah milik PPNS
melainkan ada pengaruh dari Penyidik Polri.

Selanjutnya menurut Narasumber, selama ini proses penyidikan terhadap
kasus yang ditangani oleh Pejabat PPNS Propinsi Sulawesi Selatan dalam kurung
waktu 2005 sampai dengan bulan Mei 2008 belum ada yang terkendala pada
persoalan mekanisme koordinasi dan pengawasan yang ada. Selama ini proses
Koordinasi dan Pengawasan berjalan dengan baik.

Dalam tata cara koordinasi dan pengawasan bidang operasional terhadap
PPNS oleh penyidik Polri agar pelaksanaan tugas Korwas PPNS dengan baik, pada
hakekatnya dilaksanakan secara timbal balik antara PPNS dengan Penyidik Polri
dengan prinsip horizontal (antara kesatuan Polri dan PPNS yang setingkat) walaupun

tidak tertutup kemungkinan koordinasi yang bersifat diagonal.
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Penjelasan di atas semakin memperkuat bahwa penyidikan vang dilakukan
oleh PPNS harus selalu dikoordinasikan terhadap Penyidik Polri. Sedangkan kasus-
kasus kehutanan yang terjadi dalam wilayah provinsi Sulawesi Selatan tidak
semuanya ditangani/penyidikan oleh PPNS Kehutanan melainkan ada beberapa kasus
yang diserahkan proses penyidikannya sejak dari awal kepada Penyidik polri karena
pertimbangan biaya penyidikan serta lokasi yang begitu jauh. Di sisi lain keadaan ini
tidak ditunjang dengan adanya tugas penyidik Polri untuk melaporkan ataupun
mengkoordinasikan proses penyidikannya terhadap PPNS Kehutanan,

Dengan proses penyidikan yang seperti ini (oleh selain PPNS Kehutanan)
terlepas dari tanggung jawab profesi sebagai penyidik maka peluang kecurangan
dalam proses penyidikan dapat teradi. Proses pemberhentian penyidikan yang
selama ini terjadi boleh saja akibat dari lemahnya koordinasi dan pengawasan yang
ada antara PPNS kehutanan dan Penyidik Polri.

Ketidak jelasan kewenangan, tugas dan tanggung jawab masing-masing
instansi terkesan hanya sebagai bentuk formalitas dalam mekanisme koordinas dan
pengawasan.  Lemahnya koordinasi dan pengawasan dalam penegakan hukum
termasuk tidak adanya kesatuan sistem yang integral (keterpaduan dalam mekanisme
kerja) dalam tahap penyidikan antara PPNS dan penyidik Polri, tidak akan
memberikan hasil yang memuaskan. Kondisi ini justru berpotensi  untuk
menimbulakan konflik antar instansi penyidik yang pada akhirnya akan menghambat

proses penyidikan itu sendiri.
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BAB 11
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September sampai Oktober 2008
Lokasi penelitian dilakukan di wilayah administrasi Dinas Kehutanan Kabupaten

Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan,

B. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan
data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui proses wawancara dengan
Narasumber (Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Polri, dan Masyarakat yang terkait),
sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan rekapitulasi data-data
penunjang yang bersumber dari kantor pemerintahan, institusi atau pihak-pihak yang
terkait, buku-buku literature, dokumen serta laporan penelitian sebelumnya yang
dapat menunjang penelitian ini,

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain -
a. Jenis-jenis kasus hukum tindak pidana bidang kehutanan,

Data dan informasi mengenai jumlah, jenis-jenis kasus hukum tindak pidana

bidang kehutanan di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan yang terjadi

dalam kurung waktu tahun 2004 - 2008,
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b. Proses penanganan kasus hukum tindak pidana bidang kehutanan.

Penanganan kasus hukum tindak pidana bidang kehutanan yang terjadi, oleh
Pejabat Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan yang
berhasil ataupun tidak berhasil dilimpahkan ke Kejaksaan (Jaksa Penuntut
Umum) tidak terlepas dari proses koordinasi dan bentuk pelaksanaan tugas baik
dalam lingkup intern maupun hubungannya dengan instansi luar yang terkait
(ekstern).

¢. Kendzla yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana bidang kehutanan.

Informasi tentang kendala apa saja yang dihadapi oleh petugas kehutanan,

dalam menangani kasus tindak pidana bidang kehutanan yang terjadi di

Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004-2008.

C. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menganalisis jenis-
jenis, proses penanganan kasus serta kendala-kendala yang dihadapi dalam
penanganan kasus hukum tindak pidana bidang kehutanan Kabupaten Pinrang

Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2004 - 2008.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk dan atau Jenis KasusTindak Pidana

Dalam pelaksanaan tugas Pejabat Penyidik Negeri Sipil (PPNS) Dinas
Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Polres
Kabupaten Pinrang dalam kurung waktu 2004-2008, tindak pidana kehutanan vang
ditangani terdiri dari dua jenis kasus. Kedua kasus tersebut, yaitu illegal logging dan
perambahan hutan. Kasus illegal logging yang terjadi pada tahun 2004, 2005, 2006
dan 2008 berjumlah 12 kasus sedangkan kasus perambahan hutan terjadi pada tahun

2005, 2006, 2007 dan 2008 berjumlah delapan kasus.

1. Kasus tindak pidana illegal logging

Sesuai dengan Data Daftar Pelanggaran Illegal Logging dan Peredaran Hasil
Hutan Wilayah Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004-2008
terdapat 12 jumlah kasus illegal logging. Kasus illegal logging dalam kurung wakiu
tahun 2004-2008, terjadi dibeberapa kecamatan di Wilayah Kabupaten Pinrang
Povinsi Sulawesi Selatan, yaitu Kecamatan Lembang (Pajalele), Kecamatan Suppa
(Pelabuhan Marabombang), Kecamatan Batulappa, Kecamatan Watang sawitto
(Pinrang), Kecamatan Mattiro Bulu (Alitta), dan Kecamatan Mattiro Sompe

(Langnga). Hal ini dapat kita lihat pada tabel 1 mengenai Daftar Jumlah Kasus



llegal Logging Tahun 2004-2008 Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi

Sulawesi Selatan di  bawah ini.

Tabel 1. Jumlah Kasus Illegal Logging Tahun 2004-2008 Dinas Kehutanan
Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan.

Mo Nama Pelaku Lokasi Modus Operandi li:it::; Tahun
1. | Hamzah Bin Sanusi Suppa Mengangkut kayu | Banding | 2004
tanpa SKSHH
2. | Palangeoi Suppa Mengangkut kayu | Banding | 2003
tanpa SKSHH
3. | HM. Amin Pinrang Menganghkut kayu Belum 2005
(Wat. Sawitto) tanpa SKSHH putus
4. | Asn Bin Syarifuddin Suppa Mengangkut kayu Belum 2005
tanpa SKSHH putus
5. | H. Sakka Langnga Mengangkut kayu Belum | 20035
(Mat. Sompe) tanpa SKSHH putus
6, | M.Basn .B. Banynya | JI.Poros Pinrang | Mengangkut kayu Belum 2005
Rappang tanpa SKSHH putus
7. | Sakka Marabombang | Menganghut kavu Vonis | 2006
{Suppa) tanpa SKSHH dua tahun
8. | Hasmuni, Emmang, Marabombang | Mengangkut kayu Belum 2008
M _Dai (Suppa) tanpa SKSHH putus
9. | Abd. Hafid Bin Pajalele Mengangkut kayu Vonis
Cako Lembang tanpa SKSHH dari enam 2004
hutan rakyat bulan
Menganghut kayu
10. | Hadri Bin Safni Lembang tanpa SKSHH dari | Banding | 2005
hutan rakyat
Memanen/mengang
11, | Abd. Muhammadia Batulappa kut kayu tanpa Kasasi 2005
SKSHH dari hutan
rakvat
Alitta Memanen/mengang Belum 2005
12 | Drs. Wahid Katerru (Mat. Bulu) kut kavu tanpa putus
SKSHH dan hutan
rakyat

Sumber: Data Dafiar Pelanggaran Illegal Logging dan Peredaran Hasil Hutan Kabupaten Pinrang
Provinsi Sulowesi Selatan Tahun 2004-2008
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Berdasarkan tabel.] mengenai Data Daftar Pelanggaran lllegal Logging
Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004-2008 di atas modus
operandi illegal logging ada tiga motif, yitu mengangkut kayu bukan dari hutan
rakyat, mengangkut kayu vang berasal dari  hutan rakyat serta memanen dan
mengankut kayu vang berasal dari hutan rakyat tanpa di lengkapi Dokumen Surat

Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH),

a. Mengangkut kayu bukan dari hutan rakyat tanpa Surat Keterangan Sahnya
Hasil Hutan

Dalam hal menganghkut kayu tanpa SKSHH, itu melanggar undang-undang
tentang kehutanan No. 41 Tahun 1999 Pasal 50 ayat (3) huruf (h), yang diancam
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak
Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) séuai dengan undang-undang tentang
kehutanan No. 41 tahun 1999 Pasal 78 ayat (7). Adapun proses penanganan kasus
tersebut yaitu, setelah Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan
Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan mengetahui adanya kasus tersebut,
maka PPNS bekerjasama dengan Polres Kabupaten Pinrang melalui Koordinasai dan
Pengawasan (Korwas) melakukan Penyidikan terkait kasus tersebut. Adapun kendala
vang dihadapi dalam pénanganan kasus tersebut yaitu kurangnya sarana dan
prasarana operasional kegiatan seperti kendaraan operasional, persenjataan, alat

komunikasi dan personil petugas kehutanan yang tidak memadai.
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Berdasarkan data Daftar Pelanggaran Illegal Logging Kabupaten Pinrang
Provinsi Sulawesi Selatan pada tabel.l di atas, Kasus illegal logging yaitu
mengangkut hasil hutan (kayu) bukan dari hutan rakyat tidak dilengkapi Dokumen
SKSHH ada delapan kasus dengan 10 tersangka, vaitu Hamzah Bin Sanusi di Suppa
Kecamatan Suppa tahun 2004 dengan status hukum Banding, Palangcoi di Suppa
Kecamatan Suppa tahun 2005 dengan status hukum Banding, H. Muh. Amin di
Pinrang Kecamatan Watang Sawitto tahun 2005 dengan status hukum belum putus,
Asr Bin Syarifuddin di Suppa Kecamatan Suppa tahun 2005 dengan status hukum
belum putus, H. Sakka di Langnga Kecamatan Mattiro Sompe tahun 2005 dengan
status hukum belum putus, M, Basri Bin Banynya di JIn. Poros Pinrang Rappang
Kecamatan Tiroang tahun 2005 dengan status hukum belum putus, Sakka di
Marabombang Kecamatan Suppa tahun 2006 dengan status hukum Vonis hukuman
dua ta_h:m penjara dan denda Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah), terakhir
tersangka Hasmuni, Emmang dan Muh. Dai tertangkap di Pelabuhan Marabombang
Kecamatan Suppa tahun 2008 dengan status hukum belum putus. Terkhusus
tersangka Hasmuni, Emmang dan Muh Dai tertangkap pada waktu, tempat dan
Modus yang sama. Dari delapan jumlah kasus yang menganghkut hasil hutan (kayu)
bukan dari hutan rakyat tanpa SKSHH dengan 10 tersangka, ada empat kecamatan
Tempat Kejadian Perkara (TKP) yaitu Kecamatan Suppa, Kecamatan Watang
Sawitto, Kecamatan Mattiro Sompe dan Kecamatan Tiroang. Dan empat Kecamatan
TKP, di Kecamatan Suppa yang paling banyak terdapat kasus vaitu ada lima kasus

sebab Kecamatan Suppa satu-satunya Kecamatan yang memiliki Pelabuhan tempat
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keluar masuknya kayu di Kabupaten Pinrang yaitu Pelabuhan Marabombang,
Kecamatan Watang Sawitto satu kasus, Kecamatan Mattiro Sompe satu kasus dan
Kecamatan Tiroang satu kasus.

Adapun proses penanganan kasus illegal logging yang mengangkut hasil
hutan (kayu) bukan dari hutan rakyat dari delapan kasus di atas adalah sama, vaitu
mulai dari Penangkapan tersangka oleh kepolisian dengan mengikutsertakan PPNS;
Penahanan tersangka oleh kepolisian; Penggeledahan berupa rumah dan tempat
tertutup lainnya, pakaian dan badan dilakukan oleh PPNS yang didampingi oleh
Penyidik Polres; Penyitaan dilakukan oleh PPNS didampingi oleh Penyidik Polres
berupa benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana
atau untuk mempersiapkannya, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan
melakukan tindak pidana dan benda lain yang mempunyai hubungan langsung
dengan tindak pidana yang dilakukan, Pemeriksaan tersangka, saksi dan barang bukti
cleh PPNS dan apabila diperlukan dapat mengajukan permintaan bantuan kepada
Penyidik Polres; Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara meliputi pembuatan
resume, penyusunan isi berkas perkara dan pemberkasan. Penyerahan berkas perkara
disampaikan kepada penuntut Umum melalui Penyidik Polres. Penyerahan berkas
perkara dilakukan dalam dua tahap yaitu pada tahap pertama penyidik hanya
menyerahkan berkas perkara dan tahapan berikutnya penyidik menyerahkan tanggung
jawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum dilakukan melalui penyidik

Polres, Penghentian Penyidikan dihentikan demi hukum.
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b. :"‘llf‘:lgﬂﬂﬂk“t kayu dari hutan rakyat tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil
ian

Dalam hal mengangkut kayu dari hutan rakyat tanpa dilengkapi Dokumen
SKSHH, itu melanggar undang-undang tentang kehutanan Mo. 41 Tahun 1999 Pasal
30 ayat (3) huruf (h), yang diancam den gan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sesuai
dengan undang-undang tentang kehutanan No. 41 tahun 1999 Pasal 78 ayat (7). Juga
melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pinrang No. 4 Tahun 2002 pasal 6
ayat (1) dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling
banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Khusus pemilik kayu yang menganghkut
kayu yang berasal dari hutan rakyat. Adapun proses penanganan kasus tersebut yaitu,
setelah PPNS Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan
mengetahui  adanya kasus tersebut, maka PPNS bekerjasama dengan Polres
Kabupaten Pinrang melalui Koordinasai dan Pengawasan (Korwas) melakukan
Penyidikan terkait kasus tersebut. Adapun kendala yang dihadapi dalam penanganan
kasus tersebut yaitu kurangnya sarana dan prasarana operasional kegiatan seperti
kendaraan operasional, persenjataan, alat komunikasi dan personil petugas kehutanan
vang tidak memadai.

Dari data pada tabel.1 di atas mengenai Daftar Pelanggaran Illegal Logging
Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu mengangkut hasil hutan (kayu)
dari hutan rakyat tanpa Dokumen SKSHH terdapat dua kasus dengan dua tersangka,

yaitu Abd. Hafid Bin Cako di Pajalele Kecamatan Lemban tahun 2004 dengan status

il




hukum Vonis hukuman enam bulan penjara dan denda Rp.  5.000.000,00
(Lima juta rupiah) , dan tersangka kedua Hadri Bin Safri di Lemban Kecamatan
Lemban tahun 2005 dengan satus hukum Banding. Dari dua kasus illegal logging
yang menganghkut hasil hutan (kayu) dari hutan rakyat tanpa Dokumen SKSHH,
dengan dua tersangka yang terjadi di satu Kecamatan, yaitu Kecamatan Lemban
dengan interval waktu satu tahun. Hal ini dikarenakan kebutuhan masyarakat
Lemban sangat bergangtung pada persediaan hutan antara lain hasil hutan kayu,
Adapun proses penanganan kasus illegal logging vang mengangkut hasil
hutan (kayu) dari hutan rakyat tanpa Dokumen SKSHH masih sama dengan proses
penanganan kasus illegal logging yang mengangkut hasil hutan (kayu) bukan dari
hutan rakyat di atas, itu karena modusnya sama-sama menganghut hasil hutan (kayu)
tanpa SKSHH, yaitu mulai dari Penangkapan, Penahanan; Penggeledahan: Penyitaan;
Pemeniksaan; Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara; dan Penghentian

Penyidikan.

c. Memanen dan mengangkut kayu dari hutan rakyat tanpa Surat Keterangan
Sahnya Hasil Hutan

Dalam hal memanen dan mengangkut kayu dari hutan rakyat tanpa dilengkapi
Dokumen SKSHH, 1tu melanggar undang-undang tentang kehutanan No. 41 Tahun
1999 Pasal 50 ayat (3) huruf (e) dan (h), yang diancam dengan pidana penjara paling
lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00

(lima miliar rupiah) untuk pelanggaran Pasal 50 ayat q;:-ﬁ} huruf (e) sesuai dengan
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undang-undang tentang kehutanan No. 41 tahun 1999 Pasal 78 ayat (5), dan diancam
dengan pidana penjara paling lama 5 (tahun) dan denda paling banyak
Rp. lﬂ.ﬂﬂﬂ.ﬂﬂﬂ.ﬂﬂﬂ;ﬂﬂ (sepuluh miliar rupiah) untuk pelanggaran Pasal 50 ayat (3)
huruf (h) sesuai dengan undang-undang tentang kehutanan No, 41 tahun 1999
Pasal 78 ayat (7). Juga melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pinrang
No. 4 Tahun 2002 pasal 6 ayat (1) dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam)
bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Khusus
pemilik kayu yang menganghkut kayu yang berasal dari hutan rakyat. Adapun proses
penanganan kasus tersebut yaitu, setelah PPNS Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang
Provinsi Sulawesi Selatan mengetahui adanya kasus tersebut, maka PPNS
bekerjasama dengan Polres Kabupaten Pinrang melalui Koordinasai dan Pengawasan
(Korwas) melakukan Penyidikan terkait kasus tersebut. Adapun kendala yang
dihadapi dalam penanganan kasus tersebut yaitu kurangnya sarana dan prasarana
operasional kegiatan seperti kendaraan operasional, persenjataan, alat komunikasi dan
personil petugas kehutanan yang tidak memadai.

Untuk kasus illegal logging yang memanen dan mengangkut hasil hutan
(kayu) yang berasal dari hutan rakyat berdasarkan pada tabel.l di atas mengenai
Daftar Pelanggaran Illegal Logging Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan,
terdapat dua kasus dengan dua tersangka, yaitu Abd. Muhammadia di Batulappa
Kecamatan Batulappa tahun 2005 dengan status hukum Kasasi, dan tersangka
Drs. Wahid Katerru di Alitta Kecamatan Mattiro Bulu tahun 2005 dengan status

hukum belum putus. Dari dua kasus illegal logging yang memanen dan mengangkut
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hasil hutan (kayu) berasal dari hutan rakyat tanpa Dokumen SKSHH, dengan dua
tersangka yang terjadi di dua Kecamatan, yaitu Kecamatan Batulappa dan Kecamatan
Mattiro Bulu, Kedua Kecamatan ini, yaitu Batulappa dan Mattiro Bulu kehidupan
masyarakatnya hampir sama dengan Kecamatan Lemban, dimana Kebutuhan
masyarakat banyak tergangtung pada hasil hutan, utamanya kayu,

Adapun proses penanganan kasus illegal logging yang memanen dan
mengangkut hasil hutan (kayu) yang berasal dari hutan rakyat tanpa Dokumen
SKSHH, yaitu setelah petugas Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang mengetahui
adanya peristiwa tersebut melalu laporan masyarakat, maka PPNS segera
melakukan; Pemberitahuan dimulainya Penyidikan kepada Penuntut Umum melalui
Penyidik Polres; Penyelidikan dengan meminta bantuan Penyidik Polres;
Pemanggilan Tersangka atau Saksi; Penangkapan Tersangka dengan meminta
bantuan kepada Penyidik Polres; Penahanan Tersangka dengan meminta bantuan
kepada Penyidik Polres; Penggeledahan didampingi oleh Penyidik Polres, berupa
rumah dan tempat tertutup lainnya, pakaian dan badan; Penyitaan didampingi oleh
Penyidik Polres, berupa benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan
tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, benda yang khusus dibuat atau
diperuntukkan melakukan tindak pidana dan benda lain yang mempunyai hubungan
langsung dengan tindak pidana yang dilakukan; Pemeriksaan tersangka, saksi dan
barang bukti, apabila diperlukan dapat meminta bantuan kepada Penyidik Polres;
Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara ke Penuntut Umum: melalui Penyidik

Polres, penyerahan berkas perkara dilakukan dalam dua tahap yaitu pada tahap
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pertama Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara dan tahapan berikutnya
Penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada Penuntut

Umum melalui Penyidik Polres; Penghentian Penyidikan dihentikan demi hukum.

2. Kasus tindak pidana perambahan hutan

Sesuai dengan Hasil Laporan Tahunan Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang
Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu tahun 2004-2008 terdapat  delapan kasus
Perambahan hutan. Kasus perambahan hutan dalam kurung waktu tahun 2004-2008,
terjadi dibeberapa Kecamatan di Wilayah Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi
Selatan, yaitu Kecamatan Batulappa, Kecamatan Duampanua  (Kaballangan),
Kecamatan Mattiro Bulu, Kecamatan Patampanua (Benten Parembah) dan Kecamtan
Lemban. Hal ini dapat kita lihat pada tabel 2 Daftar Jumlah Kasus Perambahan
Hutan Tahun 2004-2008 Dinas Kehutan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi

Selatan di bawah ini.
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Tabel 2, Jumlah KHSL!S Perambahan Hutan Tahun 2004-2008 Dinas Kehutanan
Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan

No. | Nama Pelaku Lokasi Luas (Ha) | Status Hukum | Tahun
1. Moustari Batulappa 68,91 Belum putus 2005
2. Ismail. K Kaballangan 15 Belum putus 2006
(Duampanua)
3, I[skandar Kaballangan 2 Belum putus 2007
(Duampanua)
4. Parawisa Mat. Bulu 1,92 Belum putus 2007
5. Basuki Benten 1,5 Belum putus 2007
Parembah
(Patampanua)
6. Samsuddin Lemban 9.5 Belum putus 2007
i Sale Batulappa 23 Belum putus 2007
B. Podding Lamanro 2.5 Belum putus 2007
(Duampanua)
Sumber - Hasil Laporan Tahunan Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi
Selatan Talun 2004-2008

Berdasarkan Tabel.2 di atas mengenai Jumlah Kasus Perambahan Hutan
Tahun 2004-2008 Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan,
jumlah kasus yang ditangani PPNS Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi
Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Polres Kabupaten Pinrang berjumlah delapan
kasus yang terjadi di tahun 20035, 2006 dan 2007. Perambahan hutan termasuk
tindak pidana di bidang kehutanan karena melanggar Undang-undang No. 41 Tahun
1999, Pasal 50 ayat (3) huruf (b) dengan sanksi pidana penjara paling lama
10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. ﬁ.ﬂﬂﬂ.ﬂﬂﬂ.ﬂﬂﬂ,ﬂﬂ

(lima miliar rupiah) berdasarkan pasal 78 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999. Adapun
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proses penanganan kasus tersebut yaitu, setelah PPNS Dinas Kehutanan Kabupaten
Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan mengetahul adanya kasus tersebut, maka PPNS
bekerjasama dengan Polres Kabupaten Pinrang melalui Koordinasai dan Pengawasan
(Korwas) melakukan Penyidikan terkait kasus terschut, waitu; Pemberitahuan
dimulainya Penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polres;
Penyelidikan dengan meminta bantuan Penyidik Polres; Pemanggilan Tersangka atau
Saksi; Penangkapan Tersangka dengan meminta bantuan kepada Penyidik Polres;
Penahanan Tersangka dengan meminta bantuan kepada Penyidik Polres;
Penggeledahan didampingi oleh Penyidik Polres, berupa rumah dan tempat tertutup
lainnya, pakaian dan badan; Penyitaan didampingi oleh Penyidik Polres, berupa
benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk
mempersiapkannya, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak
pidana dan benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana
yang dilakukan; Pemeriksaan tersangka, saksi dan barang bukti, apabila diperiukan
dapat meminta bantuan kepada Penyidik Polres; Penyelesaian dan Penyerahan Berkas
Perkara ke Penuntut Umum melalui Penyidik Polres, penyerahan berkas perkara
dilakukan dalam dua tahap yaitu pada tahap pertama Penyidik hanya menyerahkan
berkas perkara dan tahapan berikutnya Penyidik menyerahkan tanggung jawab
tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polres;
Penghentian Penyidikan dihentikan demi hukum. status hukum belum putus.

Adapun kendala yang dihadapi dalam penanganan kasus tersebut yaitu kurangnya
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sarana  dan  prasarana Operasional kegiatan seperti kendaraan operasional,
persenjataan, alat komunikasi dan personil petugas kehutanan vang tidak rmemadai.
Dari data tabel.2 di atas mengenai Jumlah Kasus Perambahan Hutan Tahun
2004-2008 Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, pada
tahun 2005, terdapat satu kasus perambahan hutan yaitu terjadi di kawasan hutan
Batulappa Kabupaten Pinrang yang sudah menjadi kebun seluas 68,91 Ha dengan
tersangka Mustari, dengan status hukum belum putus. Pada tahun 2006, terdapat
juga satu kasus perambahan hutan yaitu terjadi di kawasan hutan Kaballangan
(Duampanua) Kabupaten Pinrang seluas +15 Ha dengan tersangka Ismail. K, status
hukum belum putus. Selanjutnya pada tahun 2007, jumlah kasus perambahan hutan
meningkat menjadi enam kasus, yaitu terjadi di kawasan hutan Kaballangan
(Duampanua) seluas 2 Ha dengan tersangka Iskandar, kawasan hutan Mattiro Bulu
seluas 1,92 Ha dengan tersangka Parawisa, kawasan hutan Benten Parembah
(Patampanua) seluas 1,5 Ha dengan tersangka Basuki, kawasan hutan Lembang
seluas 9,5 Ha dengan tersangka Samsuddin, kawasan hutan Batulappa seluas 2.3 Ha
dengan tersangka Sale dan kawasan hutan Lamanro Duampanua seluas 2.5 Ha
dengan tersangka Podding, dengan status hukum belum ada yang putus.
Meningkatnya kasus perambahan hutan pada tahun 2007 menjadi enam kasus, i
tidak terlepas dari tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Daerah
Kabupaten Pinrang melalui Dinas Kehutanan Dengan tambah banyaknya kasus

perambahan yang terjadi pada tahun 2007 dibanding tahun sebelumnya yaitu tahun
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2004-2006, ini dapat diamh;] sebagai  salah satu parameter yang riil sejauh mana
keseriusan Pemerintah dalam kepengurusan hutan,

Dalam uraian singkat kasus d; atas, ke 12 kasus illegal logging tersebut
diketahui mengangkut hasil hutan tidak dilengkapi Dolumen SKSHH, Ke 12 kasus
tersebut yang terjadi dan disidik oleh PPNS dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang
Provinsi Sulawesi Selatan dengan koordinasi dan pengawasan Polres setempat,
merupakan hasil pelaporan masyarakat dan temuan langsung oleh petugas di
lapangan, baik dari Dinas Kehutanan maupun dari Kepolisian. Setiap tahunnya
PPNS Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan menangani
kasus tindak pidana bidang kehutanan baik it ilegal logging dan atau perambahan
hutan mulai tahun 2004 sampai 2008.

Dari data daftar kasus kehutanan tahun 2004 sampal dengan 2008 Dinas
Kehutanan Kabupaten Pinrang terdapat dua jenis kasus, yaitu illegal logging dan
perambahan hutan. Dari ke dua jenis kasus tersebut kasus illegal logging yang paling
banyak terjadi, hal ini disebabkan karena illegal logging yang tefadi di Kabupaten
Pinrang bukan hanya mengangkut kayu yang berasal dari Kabupaten Pinrang saja,
tetapi banyak juga kayu yang berasal dari luar Kabupaten Pinrang, yaitu kayu yang
berasal dari Kalimantan Timur dan Sulawesi Tenggara. Terkait dengan kasus illegal
logging terdapat 12 kasus dan kasus perambahan hutan sebanyak delapan kasus, Dari
semua kasus yang terjadi ditangani oleh PPNS Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang
Provinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan Kep_-u]isian setempat melalui

koordinasi dan pengawasan.
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B. Proses pen.angannn tindak pidana kehutanan

Pada hakekatnya PPNS memiliki wewenang teknis penyidikan perkara
tindak pidana di bidang kehutanan, mulai dari pemberitahuan dimulainya penyidikan
sampai dengan penyerahan berkas perkara ke Penuntut Umum, Penyidikan tindak
pidana dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan
tindak pidana yang dapat diketahui melalui beberapa sumber, vaitu antara lain
melalui laporan, pengaduan, tertangkap tangan atau diketahui lansung oleh PPNS

vang bersangkutan,

Pemberitahuan A Pemanggilan
dimulainya 1 | Penyelidikan | 2 } Tersangka/Saksi | 3 Penagkapan
penyidikan [ V| |

Pemeriksaan { 7 Penyitaan K‘i Penggeledahan <5: Penahanan

Penyelesaian Penghentian
& Penyerahan Penyidikan
Berkas

Gambar : 1 Bagan Proses Penanganan Tindak Pidana Kehutanan Kabupaten Pinrang

Setelah diketahui bahwa sesuatu peristiwa yang terjadi diduga atau merupakan

tindak pidana, PPNS segara melakukan :




1. Pemberitahuan dimulainya penyidikan

Pemberitahuan dimulainya penyidikan diberitahukan kepada Penuntut umum
melaui Penyidik Polres vaitu dengan Surat Pemberitahuan Dimuiainya Penyidikan
yang dilampiri dengan laporan kejadian dan Berita Acara tindakan yang telah
dilakukan. Surat pemberitahuan tersebut diteruskan oleh Penyidik Polres kepada
Penuntut Umum dengan melampirkan Surat Pemberitahuan dari PPNS
2. Penyelidikan

FPNS dapat menggunakan kewenangan pengawasan dan pengamatan untuk
menemukan tindak pidana, dalam hak tertentu, PPNS dapat meminta bantuan
Penyidik Polres untuk melakukan Penyelidikan. Hasil Penyelidikan dituangkan
dalam bentuk Laporan untuk menentukan benar tidaknya telah terjadi suatu tindak
pidana, dan memperoleh kejelasan dalam rangka melengkapi keterangan-keterangan
guna kepentingan penindakan dan petunjuk-petunjuk dalam melakukan pemeriksaan,
3. Pemanggilan tersangka atau Saksi

Surat panggilan disampaikan oleh PPNS lansung kepada tersangka atau saksi
dengan memperlihatkan tanda pengenal, Dalam hal seseorang vang dipanggil tidak
berada di tempat, surat tersebut dapat diterimakan kepada keluarganva atau ketua
RT/RW/Lurah atau orang lain yang dapat dijamin bahwa surat panggilan tersebut
akan disampaikan kepada yang bersangkutan, lembar lain surat tersebut supaya
dibawa kembali oleh PPNS yang bersangkutan setelah ditandatangani
(atau Cap jempol) oleh orang vang menerima surat panggilan. Jika panggilan tidak

dipenuhi tanpa alasan vyang patut dan wajar dan setelah dua kali dilakukan
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pemanggilan, maka PPNS dapal meminta bantuan pada Penyidik POLRI untuk
dilakukan pénangkapan,

Surat penggilan harus diberi nomor sesuai ketentuan registrasi dan sudah
diterima oleh yang dipanggil selambat-lambatnya tiga hari sebelum tangeal hadir
yang ditentukan, jika vang dipanggil berdomisili di luar daerah hukum PPNS,
pemanggilan dan pemeriksaan diserahkan kepada Penyidik Polres setempat.
Pemanggilan terhadap tersangka atau saksi WNI yang berada diluar negeri, PPNS
perlu memintakan bantuan kepada penyidik Polres.

4. Penangkapan

Mengingat PPNS tidak memiliki kewengan untuk melakukan tindakan
penangkapan terhadap tersangka (Kecuali tertangkap tangan) maka apabila
diperfukan PPNS dapat mengajukan permintaan bantuan Kepada penyidik Polres
(permintaan dapat ditolak dan atau dikabulkan). Permintaan bantuan penangkapan
dikabulkan oleh penyidik Polres maka keputusannya dituangkan dalam surat perintah
penangkapan dan dalam pelaksanaannya mmEikutsm PPNS yang bersangkutan
dan tanggung jawabnya diserahkan kepada penyidik Polres dan PPNS.

2. Penahanan

PPNS tidak Memiliki kewenangan untuk melakukan Penahanan maka apabila
diperlukan PPNS dapat mengajukan permintaan bantuan penahanan kepada penyidik
Polres (permintaan dapat ditolak dan atay dikabulkan). Dalam hal penolakan
permintaan bantuan oleh penyidik Polres, pemeriksaan selanjutnya tetap dilakukan

oleh PPNS dan jika permintaan bantuan dikabulkan maka penyidikan selanjutnya
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dilakukan oleh Penyidik Polres dengan tetap melibatkan PPNS. Untuk 1tu PPNS

wajib menyerahkan penyidikan kepada penyidik Polres dengan Berita Acara

Penyerahan Penyidikan.
6. Penggeledahan

PPNS wajib berkonsultasi terlebih dahuly dengan penyidik Polres tentang
alasan yang menjadi pertimbangan untuk melaksanakan penggeledahan, dalam
pelaksanaan penggeledahan PPNS harus didasarkan atas jin penggeledahan dari
ketua Pengadilan setempat yang pemohonnya dibuat oleh PPNS dengan tembusan
kepada Penyidik Polres. Surat perintah penggeledahan ditandatangani oleh atasan
PPNS selaku penyidik atau ditandatangani oleh PPNS vang bersangkutan dan
diketahui oleh atasan PPNS (apabila atasannya bukan penyidik). Untuk kepentingan
koordinasi dan pengawasan secara teknis, dalam pelaksanaan penggeledahan perlu
didampingi Penyidik Polres.

Sasaran penggeledahan dapat berupa rumah dan tempat tertutup lainnya,
pakaian, dan badan. Pelaksanaan penggeledahan harus disaksikan oleh Ketua
lingkungan/kepala desa bersama-sama dua orang saksi dari lingkungan yang
bersangkutan. Penggeledahan yang dilakukan di luar daerah kewenangan hukum
PPNS, harus dengan Surat Ijin ketua Pengadilan Negen setempat dimana dilakukan
penggeledahan dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum dimana
penggeledahan itu dilakukan.  Dalam waktu dua hari setelah dilakukan
penggeledahan, PPNS harus sudah membuat Berita Acara Penggeledahan dan

tembusannya disampaikan kepada pemilik/penghuni/tempat vang bersangkutan.
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7. Penyitaan

Penyitaan dapat dilakukan setelah mendapatkan ijin dari Ketua Pengadilan
Negeri setempat yang permohonannya dibuat dan disampaikan oleh PPNS dengan
tembusan Penyidik Polres. Pelaksanaan penyitaan didasarkan atas Surat perintah
yang ditandatangani oleh atasan PPNS selaky penyidik atau ditandatangani oleh
PPNS yang bersangkutan dan diketahui oleh atasan PPNS {apabila atasannya bukan
penyidik). Pelaksanaan penyitaan didampingi oleh Penyidik Polres guna kepentingan
koordinasi dan pengawasan secara teknis. Benda yang dapat dikenakan penyitaan
antara lain benda yang dipergunakan secara lansung untuk melakukan tindak pidana
atau untuk mempersiapkannya, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan
melakukan tindak pidana dan benda Jain yang mempunyai hubungan lansung dengan
tindak pidana yang dilakukan.

Penyitaan yang dilaksanakan di luar wilayah hukum PPNS harus diketahui
oleh Ketua Pengadilan Negeri dan didampingi oleh penyidik di wilayah hukum
tempat penyitaan dilakukan. Benda-benda yang disita harus diberikan tanda
penerimaan kepada orang darimana benda itu disita, dan segera setelah dilakukan
penyitaan harus dibuat Berita Acara Penyitaan yang ditandatangani oleh semua pihak
- yang terlibat dalam tindakan penyitaan tersebut. Jika keluarga‘orang/jawatan/badan
dari siapa benda itu disita menolak untuk menandatangani Berita Acara Penyitaan

agar dicatat di dalam Berita Acara dan disebutkan alasan penolakannya.
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8. Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan oleh PPNS dan dimaksudkan untuk mendapatkan
keterangan, kejelasan dan identitas tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti
maupun unsur-unsur tindak pidana yang telah tejadi, sehingga kedudukan atau
peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana menjadi jelas dan
dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, Dalam hal pemeriksaan barang bukti
secara ilmiah atau laboratorium atau ahli-ahli lainnya, maka dapat mengajukan
permintaan bantuan kepada penyidik Polres,

Pemeriksaan dapat dilakukan dengan cara interview, interogasi, konfrontasi,
atau rekonstruksi dan sebelumnya wajib diberitahukan hak tersangka atau saksi untuk
mendapat bantuan hukum. Jika tersangka menolak untuk menandatangani Berita
Acara Pemeriksaan agar dicatat di dalam Berita Acara dan disebutkan alasan
penolakannya.

9. Penyelesaian dan penyerahan Berkas Perkara

Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan akhir dari
proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh PPNS, Kegiatan ini meliputi
pembuatan resume, penyusunan isi berkas perkara dan pemberkasan. Pembuatan
resume merupakan kegiatan untuk menyusun ikhtisar dan kesimpulan berdasarkan
hasil penyidikan suatu tindak pidana vang terjadi.

Susunan isi berkas perkara secara garis besar meliputi urutan-urutan yaitu
sampul, daftar isi Berkas perkara, resume, laporan kejadian berita acara pemeriksaan

TKP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, berita acara-berita acara, surat
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penintah-surat perintah, Surat Tjin-Surat ljin, Keterangan-keterangan ahli, Dokumen-
dokumen bukti, daftar-dafiar (tersangka, saksi, barang bukti), dan Jain-lain yang perlu
dilampirkan.

Penyerahan berkas perkara disampaikan kepada Penuntut Umum melalui
Penyidik Polres. Jika dalam berkas perkara belum sempurna, penyidik Polres akan
mengembalikannya disertai petunjuk tertulis, apabila telah sempurna akan diteruskan
kepada Penuntut Umum, Penyerahan berkas perkara dilakukan dalam dua tahap yaitu
pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara dan tahapan
berikutnya penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada
penuntut umum dilakukan melalui penyidik Polres. Dalam waktu 14 hari berkas
perkara tidak dikembalikan oleh penuntut umum sejak penyerahan berkas perkara
maka penyidikan dianggap selesai,

10. Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan merupakan salah satu kegiatan penyelesaian perkara
yang dilakukan apabila tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan
tindak pidana, atau dihentikan demi hukum.

Menurut Narasumber apabila ada kasus yang terjadi dan diketahui oleh selain
PPNS Dinas Kehutanan, misalnya kasus tersebut proses penangkapannya dilakukan
oleh Kepolisian (Polres, Pol-Air/Polda), BKSDA, Bea Cukai, Lantamal. Untuk
stansi/badan yang tidak memiliki kewenangan melakukan penyidikan bidang
kehutanan maka penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada PPNS kehutanan dan

ada pula yang diserahkan ke Kepolisian,
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Penangﬁnan kasus kehutanan oleh selain PPNS Dinas Kehutanan Kabupaten
Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan menurut Narasumber Bapak H. Agussalim dan
Bapak Edikamil berdasar atag beberapa hal antara lain adalah -

a. Proses penangkapan yang terjadi memang di lakukan oleh selain PPNS Kehutanan
Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawes; Selatan,

b. Adanya kewenangan melakukan penangkapan dan penyidikan untuk menangani
kasus oleh selain PPNS Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan.
Terkait dengan hal ini vang dimaksud adalah kepolisian yang berhak melakukan

penangkapan dan penyidikan,

1. Pelaksanaan tugas penyidikan Oleh PPNS

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas mengacu
kepada Pedoman Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil.  Pedoman tersehut
dimaksudkan scbagai pegangan PPNS Lingkup Departemen Kehutanan dan
Perkebunan dalam pelaksanaan kerja atau tugas penyidikan tindak pidana di bidang
kehutanan dan perkebunan sesuai dengan wewenang dan kewajiban yang telah
ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman inj pula
bertujuan untuk mempercleh kecepatan dan keseragaman dalam pelaksanaan dan
penata usahaan penyidikan, serta sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan di dalam
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Peraturan perundang-

undangan lainnya,
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Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang mempunyai fungsi dan
atau tugas di bidang perlindungan dan pengamanan hutan, berpangkat minimal II/b
(pengatur Muda TE.I), telah mengikuti dan lylus pendidikan dan latihan fungsional
Jagawana, serta diangkat dan ditetapkan sebagai PPNS sesuai dengan prosedur dan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Menurut Narasumber H, Agussalim Pada Dinas Kehutanan Kabupaten
Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, PPNS yang ada berjumlah tiga orang
Keterbatasan personil PPNS ini dikarenakan mereka vang diangkat menjadi PPNS
harus mengikuti pendidikan penyidikan yang diadakan oleh kepolisian dan
dinyatakan lulus, namun setelah mengikuti pendidikan tidak dengan sendirinya sudah
menjadi PPNS namun harus mendapatkan surat pengangkatan Sebagai PPNS dari
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia,

Selanjutnya menurut Narasumber pada era Otonomi Daerah pendidikan
penyidikan sudah tidak diadakan oleh Departemen Kehutanan, pendidikan dan
pelatihan diserahkan kepada pihak kabupaten/kota. Dengan Jjumlah PPNS Dinas
Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan yang ada sekarang ini
sangat tidak sebanding dengan luas wilayah Kerja (se-Kabupaten Pinrang) yang

memiliki berbagai bentuk persoalan-persoalan di dalamnya.

2. Koordinasi dan Pengawasan PPNS Kehutanan dan Penyidik Polres
Selanjutnya menurut Narasumber, Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan

oleh PPNS Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan selaly
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mengikuti mekanisme koordinasi dan pengawasan (Korwas) penyidikan pegawai

negeri sipil, tugas kewajiban PPNS adalah sebagai berikut ;

d.

Membedtahukan-"mﬂfapuﬂ:an tentang penyidikan yang dilakukan kepada penyidik
Polres (Laporan dimulainya penyidikan)

Memberitahukan perkembangan penyidikan yang dilakukannya

Meminta petunjuk dan bantuan penyidikan sesuai kebutuhan

Memberitahukan dan melaporkan tentang penghentian penyidikan yang
dilakukannya

. Menyerahkan berkas perkara hasil-hasil penyidikan kepada Penuntut Umum

melalui Penyidik Polres.

Penyidik Polres dalam kaitannya dengan mekanisme koordinasi dan

pengawasa (Korwas) memiliki tugas

i,

S

Menerima laporan dan pemberitahuan tentang dimulainya penyidikan oleh PPNS
dan meneruskan kepenuntut umum

Mengikuti perkembangan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS
Kehutanan

Diminta atau tidak diminta, wajib memberikan bantuan penyidikan kepada PPNS
Memberikan petunjuk teknis penyidikan kepada PPNS untuk membantu
kecepatan dan penyempumaan penyelesaian berkas perkara baik formil maupun
materiil

Menerima pemberitahuan tentang penghentian penyidikan oleh PPNS untuk

diteruskan ke Penuntut Umum
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£ Meneliti berkas Perkara hasil penyidikan PPNS dan meneruskannya kepada
Penuntut Umum dan atau mengembalikan Berkas perkara kepada PPNS disertai
petunjuk seperlunya bila berkas itu belum sempurna
g. Turut bertanggung jawab dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.
Dalam pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Dinas Kehutanan
Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan Jelas sekali bahwa segala sesuatu yang
terkait dalam penyidikan selalu akan dikoordinasikan dengan penyidik Polres, dan
penyidik Polres juga melakukan pengawasan terhadap proses penyidikan yang
dilakukan oleh PPNS Dinas Kehutanan. Bentuk koordinasi dan pengawasan ini
terlihat bahwa keberadaan penyidikan PPNS Dinas Kehutanan tidak sepenuhnya
adalah milik PPNS Dinas Kehutanan melainkan ada pengaruh dari Penyidik Polres.
Selanjutnya menurut Narasumber, selama ini proses peayidikan terhadap
kasus yang ditangani oleh PPNS Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi
Sulawesi Selatan dalam kurung waktu 2004 sampai dengan bulan Mei 2008 belum
ada yvang terkendala pada persoalan mekanisme koordinasi dan pengawasan yang ada.
Selama ini proses Koordinasi dan Pengawasan berjalan dengan baik.
Dalam tata cara koordinasi dan pengawasan bidang operasional terhadap
PPNS Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan oleh penyidik
Polres agar pelaksanaan tugas Korwas PPNS Dinas Kehutanan dengan baik, pada
hakekatnya dilaksanakan secara timbal balik antara PPNS Dinas Kehutanan dengan

Penyidik Polres dengan prinsip horizontal (antara kesatuan Polres dan PPNS
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Kehutanan yang setingkat) walaupun tidak tertutup kemungkinan koordinasi yang

bersifat diagonal,

Penjelasan di atas semakin memperkuat bahwa penyidikan vang dilakukan
oleh PPNS Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan harus
selalu dikoordinasikan terhadap Penyidik Polres selanjutnya Penyidik Polres
melakukan pengawasan terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Dinas

Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan.

C. Kendala-kendala dalam penanganan tindak pidana kehutanan

Pelaksanaan proses penanganan kasus-kasus tindak pidana bidang kehutanan
oleh Pejabat PPNS Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan
terkesan belum begitu maksimal teﬂaksana.je]ain dari operasi rutin yang dilakukan
ataupun laporan kejadian serta tindak pidana yang diketahui langsung, PPNS Dinas
Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan juga sering melakukan
operasi gabungan dengan instansi kepolisian (Polres/Polsek) setempat.

Pemaksimalan kinerja Pejabat PPNS Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang
Provinsi Sulawesi Selatan tidak dapat dipisahkan dari beberapa hal antara lain yaitu ;
1. Kemampuan personal PPNS

Pemahaman akan tugas kewajiban, wewenang dan tanggung jawab sebagai
Pejabat PPNS Kehutanan merupakan salah satu faktor penunjang dalam pelaksanaan
kinerja PPNS itu sendiri, inisiatif dan kesadaran sebagai bagian dari penegakan

hukum kehutanan sangat dibutuhkan bagl seorang Pejabat PPNS. Data angka
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kejadian kasus tindak pidana kehutanan dalam kurung waktu 2004 sampai dengan
bulan Mei 2008, hanya 20 kasus yang ditangani oleh Pejabat PPNS Dinas Kehutanan
Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawes; Selatan, yaitu 12 kasus illegal logging dan
delapan kasus perambahan hutan,

Peningkatan keterampilan dan keahlian dalam proses penyidikan bukan hanya
didapatkan pada intensitas mengikuti pendidikan ataupun pelatihan, keikutsertaan
dalam proses penyidikan yang benar-benar terjadi di lapangan adalah bentuk
peningkatan keahlian dan keterampilan yang sesungguhnya. Demikian pula halnya
dengan peningkatan jumlah personil PPNS kehutanan, sekarang ini PPNS dinas
Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak tiga orang dengan
wilayah kerja se-Kabupaten Pinrang.

2. Keterbatasan Dana

Selama ini proses pembiayaan kinerja PPNS Dinas Kehutanan Kabupaten
Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan menurut Narasumber Bapak H. Agussalim berasal
dari APBD Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan dan permohonan bantuan
ke Departemen kehutanan dalam hal ini dana APBN.

Pembiayaan dari APBN dan APBD tersebut belumlah dirasa cukup untuk
menunjang kinerja PPNS kehutanan. Beberapa kegiatan (Operasi dan Penyidikan)
yang akan dan telah dilakukan masih tidak dapat terlaksana dengan maksimal akibat
keterbatasan dana yang ada.

Selanjutnya Marasumber juga mencontohkan pembiayaan yang tinggi untuk

proses pengangkutan barang bukti dari TKP atau tempat penemuan ke penyimpanan
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barang bukti, selain itu anggaran untuk biaya pengamanan barang bukti hampir tidak

ada.

3. Sarana dan Prasarana

Dukungan sarana dan prasarana yang memadai adalah salah satu faktor yang
tidak bisa dilepaskan dalam pengoptimalan kinerja PPNS Kehutanan, Ironisnya lagi
ketika sarana dan prasarana pelaku tindak pidana kehutanan lebih memadai
ketimbang yang dimiliki oleh penegak hukum.

Selama ini yang dirasakan oleh PPNS dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang
Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan keterbatasan sarana dan prasarana menurut
Narasumber Bapak Edikamil adalah penyediaan rumah tempat penyimpanan barang
bukti (Rupbasan). Barang bukti yang telah disita seharusnya di simpan selama proses
penyidikan berlansung, namun terkadang barang bukti berupa kayu dalam jumlah
yang banyak tidak semuanya dapat disimpan di Rupbasan. Contoh lain menurut
Narasumber adalah barang bukti berupa Angkutan laut berupa Kapal Motor (KM)
yang digunakan oleh pelaku untuk mengangkut kayu, selama dalam proses
penyidikan terpaksa harus dialokasikan pendanaan untuk biaya tinggal (sandar)
selama di pelabuhan sampai selesai penyidikan. Belum lagi barang bukti yang cepat
rusak dan dapat mengurangi nilai barang tersebut seharusnya mendapatkan
penanganan khusus.

Kendala-kendala wyang ada dan dirasakan oleh PPNS Dinas Kehutanan
Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan delam penyidikan tindak pidana

kehutanan perlu mendapatkan perhatian dalam upaya penegakan hukum pidana
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bid - . '
idang kehutanan, Pengoptimalan kinerja PPNS adalah harapan yang besar dan

tent harus di H
el g § ditunjang oleh Perangkat-perangkat kerja yang memadai.
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BAB YV
PENUTUP

A, Kesimpulan

Jumlah kasus tindak pidana Kehutanan yang di tangani oleh Pejabat Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi
Sulawesi Selatan periode 2004 sampai 2008 sebanyak 12 kasus illegal logging
dan delapan kasus perambahan hutan. Kasus illegal logging yang terjadi adalah
memanen/mengangkut hasil hutan (kayu) tanpa disertai Surat Keterangan Sahnya
Hasil Hutan (SKSHH).

PPNS Kehutanan Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan
tugas Penyidikan mengikuti mekanisme Koordinasi dan Pengawasan dengan
Polres  Kabupaten Pinrang.

Kendala yang dihadapi dalam penanganan kasus adalah kurangnya dana, sarana
dan prasarana operasional kegiatan seperti kendaraan operasional, persenjataan,
alat komunikasi, keterampilan dan keahlian petugas vang masih terbatas serta

personil petugas kehutanan yang tidak sebanding dengan luas hutan yang ada.
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B. Saran

L.

Mekanisme Koordinasi dan Pengawasan PPNS Kehutanan dengan Penyidik
Polres agar ditingkatkan dan dievaluasi pelaksanaannya,
Pemerintah harus lebih serius dalam penegakan hukum kehutanan dengan

penyiapan tenaga PPNS dan sarana yang dibutuhkan,

a6
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IANGGAL - 1B MARET 20m

SUSUNAN ORGANISAS] POLISI KEHUTANAN
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PINRANG

‘ Kadis ‘

Ka. Subdin Pemanfaatan [

Hasil Hutan
Kepala Satuan
.............. i Pabin Polhut
Waka Satuan i v
Penyidik PPNS
1 Regu I I Regu Il
[ anggom L
Keterangan !

v Garis Kﬂ]‘l'l.ﬂﬂd'i-"

s Koordinasi




E"-"llli.‘ITI-I'I'ILilLIirE :

Mengingat

ra
it

el

i

PEMBENTUKAN ¢
OPERASIONAL POLIS]

KEPUTUSAN BLGPATT piv
: a PATT PINR AN
NOMOR - e INRANG

TENTAND

H:'l{ix"::“{lfi.-kfﬂ SATUAN TUGAS
KEHUTANAN KAR UPATEN PINRANG

BUPATI PINRANG

Bahwa dalum ' Iniethanths
ahwa d: nngka memingkatkan pengumanan Hutan dun peredaran hasil
hutan se 2 ' ; ' i | .
Wan serla mengoptimalkan wgas dan tanggung jawal Polisi Kehutanan perly

dibentuk vrganisosi satuan Operasional Palisi Kehutanan

- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dibeniuk satuan tugas

Operasional Polisi Kehulanan Kalupaten Pintang vang ditetapkan dengan
Eleputusan Bupati,

Undang-undang Momor 29 Toahen 1959 tentany Pembentukan Daersh-daerah
Tingkat 11 di Suiawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomer 74 tambahan
Lembaran Nepara Nomor 1822} ; :

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kehutanan (Lembaran Megara Tahun 1967 MNomor 3, tambahan Lembaran
Megara 2833} ;

Undang-undang Memor 20 Tehun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok
Pertahanan dan Keamanan Negara s-—:l_mg_aima:m telah dirobah dengan Undang-
undang Nomaor | Tahun 1988, .

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1990 rentang Konservast Sumber Duva Alam
Hﬂ},mi-dﬂ“ Ekosislemnya (Lembaran Negars Tahun 1990 Nomor 49, tambahan

Lembaran-lembaran Negara Nomor 341 97
Undang-undang Momor 23 Tahun 1997 lentang Kepolisian Negara Republik

Indwnesia. |
Undang-undang Nomeor 22 Tebun, 1999 teatang Pemerimtal Doy, o

Undang-undane Nomor 41 ‘Tahun 1999 temnane Kahitanan .



8. Peraturan  Pemer;
‘titah Nomgr % T
Fahun 1995
< lentung P

erlin g
vhun 1985 Noinisr 35 : dungan Hutan

ambihin Lembaran Nepara MNomaor

(lembaran Negarm 1;
3204). .

P Kepulusan Presiden Republig Indonesia Nomor 372 T
4 ahun |

nEAWasan Alat-alm

10. Keputusan Menter Kehutanan M

Koordinasi dan e 962 tentang

Repolisian Khusus, :
omor 471 { KIPTS-01 7 1958 eniang Pemberian

al-giat Kepolisian & :
At Kepalisian K husys Kehutanan dengan Nama
Jagmwana yang telah dirghah menjudi

Perkebunan Nomaor 374 ¢ KPTS-V ;1099

Namal Istilah bagi Al

Keputusan  Menteri Kehutanan dan

tenlang pemberian Nama / Penggunan

namadistilah bagi ala-aly Repolision Khusus Kehutanan dengan Nama Polisi

Kehutanan (POLIUT) ;

M Keputusan bersama Menteri Kehutanan dan Kepaln  Kepolisian  Republik

Indonesia Nomor 10 / KPTS-11/ 1999 dan Skep r07 4114

Organisasi dan Taw Kerja Jagawana

03 emang Susuns

12, Pernturan Dacrah Kabupaten Pincang Nomor 27 Tabun 2000 entang Organisasi

dan Taw Kerja Pelaksana Pemerintth Kabupaten Pinrang,

MEMUTUSKARN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PINRANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI

SATUAN TUGAS OPERASIONAL POLISI KEHUTANAM KABUPATEN

PINRANG
BAb 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Valam keputusan ini yang dimaksud dengan

a.

Iy,

L

d

Daerah adalah Kabupaten Pinning
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pinrang
Kepala Daerah adulah Bupati Minrang

Polisi Kehutanan adalah Pejabat Pogawai

i s Vi
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pinrng 3 :
el imana dimaksud daiam pasal 51 ayat (1) dam

Negeri Sipil tenentu dilingkungan Instansi Dinas
o oleh Kussa Undang-undang memiliki
o

nanyd sebaga

or 41 Tabhun 1999 lentany kehutenan
e uperusional Polisi Kehutanan (POLHUT}

wewenang Kepolisian terhatas dibida

) Undﬂ.ng —undang chublfk Indonesia Nom

151 janls fuan 1
Satuz s shyutanan ialah Sa |
mel Lehunan Kabupaten PITENG.

L dan Pel
Pﬂdﬂ [Dinns Ko eliutanin Ekm adﬂ‘iﬂiﬁil'ESL p-:ildidiikﬂn don latihan

a4 kegiatan yang enyin
pern]amn,-lugisiik dan ke

vang berkeduwdukan

Poitalii gl ;
embinanan adalah seg sejahteraan.

pembinaan karirfanizka kredit,



poematan Lperasional palhu adyl

i

ah kepintan pel:

Ik!u'.lilﬂ II.I.LI'H'..' PL-I
: F ki ||‘|dl]“5;|-” -'I F:_!n_l;,ﬂlﬂﬂﬁd El i
) . I I.IE-:I.H

Instanst yang terkait, dengzan

antuigtnn  Tuktis dan tekiis ol

| Bamlui 5 awlalah bt it e _
yaing diberikug lesslingi PO

lerkan ke

la polisi
kehutanan dalam bentuk sarana, personil dan penalatan peda.-po

Pabin (Perwirs Pembina ) Pulisi Kehutunan v by
yang diperbantukan pada Dinas Kehuanan d

Fehutanan.

asal darr Polii Mugnm berpunukal Perwirs

N I_‘-'-.‘r|-:1."|.'-'llllun dﬂl.;.l.m fﬂ'ngku ]-'"eﬁ'll'lllﬂlﬂﬂﬂ Pu:l]s]

Pasal 2

Dengan Keputusan imi dibentuk organisasi satuan Cperasional Polisi Kehutanan Kabupaten Pinrang

BAT 11
PEMBENTUKAN ORAGANISAST DAN TATA KERIA SATUAN POLISI KEHUTANAN

Pasal 3

(1d Kepala Dinas Kehutanan dan Perkerbunan Kabupaen Pinrang selaku pembing eknis Polisi
Kehutanan  akan  melaksanakan  penpawasan dan pengendalian dalam  pembinaan  dan
operasional Polisi Kehutanun bertangsuny jawab kepada Bupati

(2) Kepala Sub Dinas Pemanfaalan hasil Hutan Melaksanakan pengawasan dan pengendalian
sehari-hari operasional Polhut dan berlanggung jawab kepada Kepala Dinas Kechutanan dan
Perkebunan.

{3} Kepala Satuan Polhut melaksanakan pengiwisan dun pengendalian pembinaan Operasional
sehari-hari dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan s Rechsbioan,

(4) Pabin {Perwira Pembina ) Polhul mengadakan pembinaan dan memberikan petunjuk dalam

penanganan kasus pelanguaran bidang Kehulanan serta benanggung jawab kepada Kepala

Dinas K.ehutanan dan Perkebunan.

Pasal 4

Oreanizasi Polist Kehulanan terdin dar .

(1} Sataun Tugas Polisi Kehutanan Berkedudukan di I
Jruluh Sembilan ) orang dengan SUSURAN -

Dinas Kehutanan dan Pekerbunan dengan

' il
Lekuatan Personil berjumiah 29 orang ( Du

- Kepala satuan - 1 (satu ) Orang
= Waka Satuan - 1 (Satu ) Orang
- PPNS -3 (Tiga ) Orang

24 (Dua Puluh Empat) Orang

= Angpola
H: la Sotuan Tugds Palhut da

(2) Pengangkatan Koordinator / Repn

- Dings Kehulanan dan Perkebunan.

n Wakilnya dilakukan oleh Kepala



I:?} B"u:g'ﬂ'“ SlI'Li!{lLII' Dﬂfgallisﬂbi sﬂ_luu“ l'.l-E.EIS l

s
ohisi Kehutanan, sehaguimana o

I 5 =- ‘ - rean
lampiran kepulusan dan merupakan bagian yang Laj terpisatikan dengan K R
Al denean keputus

an i,
BAB 111
TUGAS POKOK DAN FUNGS)

Pasal 5

Tugas Pokok Polhut meliputi ;

Mencegah dan mengatasi kerusakan Hutan dan hasil Hutan yang disebabkan oleh perbuatan
manusia dan ternak, kebakaran, hama dan penvakin

. Memperhatikan dan menjaga Hak-hak Negara atas Hutan dan hasil Hutan de ngan mencegah dan

memberantas tindak Mdana yang bersifat kejahatan maupun pelanggaran.

IFazal &

Untuk melaksanakan tugas schagnimanag yang dimaksud pasal 4, Polhu melaksanakan fungs: |

el

13,

-Melarang membawa alat-alat yai
i P '
Mencegah 1erjadinya kerusakan L&

- Mengegah Leradiny kurusithi

Menjaga keutuhan batas kawasan Hulan

Mencegah dan melarang pendudukan dan pengerjaan luhan Hulan tanpa i,

Mencegah dan melarang pengelolaan tanah Hulan negara yany menimbulkan kerusakan tanah
dan legakan, -

Munce‘r;nh dan melarany pencbangan tegakan hulan anpa jin

Mencegah dan melarang pemungutan hasil hutan dan perburuan satwa liar tanpia yin

o nbakar: lanpa
Mercegah dan memadamkan  Kebakaran hutan serta melarng  pembakaran hutan tanp

kewenungan yang sah.

. . i
Melarang pengakutan hasil hutan dan satwa liar lonpa 1 —
: : ihk 1

Melarang p:‘:nggemb.':nlnnn ternuk p-:ug'.m'nbllun fumput dan makanan lernas, ya

- igediak ik keperiuan tersebul.

serasah dari dalam hutan kecuali ditempat-tempal yank digedizkan un -p S
an hasi ang disebabkan qay

Mencegah dan menangiulanut kerusakan hutan don hasil huan yang

hama dan penyvakit.

lajim digunakan untuk memotong dan membelah pohon
TR E

i Byl DU hadap sumber 12aya Alam Hayali dan lingkungannya
wdap :

. ) oL 1 kml.icr'uﬂ.‘:i'i
p— hadap l‘.umg.un:u|-l::ung|.|nﬂr| dalam rangks updy
TIHE

tanah dan air,

Mengadakan Patroli / pero!

wdaan didalam dan disekeiar kawasan hutan.



o ';m,:nrusa surat = sural alau dokumen yang berkatan dengan pengangkutan hasil hutan di
datam kawasan dan sekitar kawasan hutan dan Dacrah-daergh lain yang oich Pemerintah Daerah
ditentukan sehagai Wilayah Kewenangan Pejabal tersebut untuk m;mcril:su hasil hutan "

|5, Menerima laporan lentang lerjadinys tindak pidana yang menyangkut bidang hl.luan dais
kehutanan,

16. Mencari kelerangan dan barang bukti tindak pidana yang lerjadi dibidang hutan dan kehutanan
Dalam hal tertangkap tangan diwajibkan menangkup tersangka untuk diserahkan kepada
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dan diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik

Indonesia,

17. Membuat dan menandatangani berita aeara / laporan adanya tindak pidana dibidang hutan dan
kehutanan dan sepera menverahkan kepada Penvidik Repolisian Negara Republik Indonesia dan
Pejabat atasannva.

I8, Mengambil tindakan pengamanan i Daerah wewenaogava vang bersilal pencepahan dun
pemberantasan.

Paxal 7
Apabila terjadi suatu undak pidona dibidang kebutanan maka satan weas operasional Poliss

Kehutanan segera bertindak melakukan pemeriksaan awal dan hasilnya diserahkan kepada penyidik

Pewprwal Negeri Sipil dan selanjutnva Kepada Penvidik Polri,

Pasal 3
Satuan tugas operasional Polhut dalam melaksanakan lugas dan wewenang wajib menjunjung tingg

norma hukum, nerma agama, norma sosial, hak-hak asast manusia dan praduga tak bersalah.

Pasal 9
(1) Dalam penaggulangan terahadap gangguan Hutan dan peradaran hasil hutsn ilegal Polhut dapat

melaksanakan operasi gabungan barsama dengan Kepolision Repubhik Indonesia.
(2} Pelaksanaan scbagai mana dimaksud dalam Awat {1) dikoordinir oleh kepala Sub Dinas

pemamfaatan hasil Flutan atas perintah dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

BAR TV
PERSONIL PERLENGKAPAN DAN ANGGARAN
Pasal 10
(1) Perlengkapan peralatan ! sarana satuan tugas Polhut terdir dar
+ 1 {Satu) Mobil Mek Up

- Kendaraan Sataun
. 7 (Tujuh ) Sepeda Motur

- Kendaraan Perorangan
Senjala Api Laras Panjung  © 4 (Empal) pucuk
. 2 (Dua) Pucuk

Senjata Api Genggam
: 8 (Delapan) unil

Alat Komunikesi HT



I'“.‘..,.,.u-l.\l-ll-""""""'E"""l"' I — ]
5

v

}.:.,r;huta!‘lﬂﬂ dan ]thkﬂh'l.ll'lﬂﬂ.
(3) Perumahsn

Untuk mendukuang kecepatan operasi dan sikap kebersomaan Polisi Kehutanan diperluk
nan diperiukan

adanya lempat tinggal atau Mess yang akan ditentukan kemudian oleh Kepala Dinas Kehutana
dan Perkebunan n

{4) Kantor

Untuk efektifilas dan efisiensi keginlan Polhut diperiukan Kantor khusus dengan ketentuan
dibangun di dekat perumahan tempat tinggal Pollut,
Pasal 11
Pengadaan jenis danjumlah sarana dan prasarana disesumban dengan keadaan situasi dan kondisi.
Pasal 12
Pimpinan satuan tueas Polhut berlanggung jawalb atas sarana dan prasarana vang digunakan untuk
opersaional.
Pasal 13
Anpgaran kegitan Polisi Kehutanan terdin dan Operasi rutin, Operasi gabungan dan tunjangan

operasional dibebankan kepada Anggaran Pemerinteh Daerah Kabupaten Pinrang.

BAB YV
KETENTUAN PENUTLP
Pasal T4

Hal-hal vang belum diatur ditum Reputusan i akan diatur lebil lanjut oleh Bupati Cq Kepala

Dinag Kehuwtanan dan Perkebunan Kabupaten Pincang,
Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : PINRANG
PADA TANGGAL @ 13 adass 22
" BUPATI PINRANG

AR

. J .--I : " . . § -
i: | ® _I : I: o )

r

YA Drs LA NAWIR, Msi

s . R e S
Salinan Keputusan ini diampaikin Kepada Yih T
Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
Kapala Kepolisian Rusort Pinrang, di Pinrang
Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang di Pinrang

Pertingupal
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Tahua 1999 Nomor 57, Tambahan [embarag Negam Momor -

3838 );

MEMUTUSKAN -

Meactzpkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TENTANG
FENGELOLAAN HUTAN RAKYAT KABUPATEN PINRANG

BARB [
KETENTUAN UMUM

12

PENJELASAN :
" ATAS

FERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
zmrcm 1 4 TAHUN 2002

TENTANG
PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT KABUPATEN PINRANG
L PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka menciptakan lapangan kega hagi masyarakat pedesaan
terulama masyarakat yang berada disekitar Butan puna meningkatkan sumber
EHEEEEEEEFEEEEE%E
pengaturan EEEEF&EE—E&.E%E&:&E potensi
hasi] hutan baik kayu maupun yang bukan kayu dari hasil hetan sangat besar, unmuk
EHEEEEEEEETEEQEEE besar semoga produksi hasil
hutan rkyat dapet ikt serta melakukan pemenuhan kebutohen kayu dar: bukan
E?Fﬁﬁwﬂﬁwﬂaﬁﬁgaﬁgﬂnﬁﬂfﬁmﬁﬁﬁ
EHEEEEE._EH_:EEE?E unfuk bahan industri perkayuan;

Hahwa pengaturan pengelolaan hutan rakyat sangat penting artinys mengingat

; babwa produksi hasil hutan rakyal sangat baik, karena hasil ?mﬂu ﬁum,ﬁﬂ:ﬁ..rmw;
. Mmaupun non  kayu merupakan hasil dari tansh / laban pefani sendiri, sehingga

pengaturan produksi dan pereradaran hasil hutan sangat E_HEEE dari ﬁﬁcﬂﬁnﬁ
petani pemilik hutan rakyat, schingga tujuan sebagai fungsi lindung dan konservasi
serta hasil produksi nutan dapat tercapai  seears optimal dan lestar serta






m-
_‘m-.mﬁnmﬁﬁm&maﬁﬁﬁgiﬁgqﬁagﬁsﬁﬁm o

tansh;

¢ Hasil Hutan adalair Beada-beada hayati, non hayai dan trnanoya serta jasa yang

bl dhisri hutan; :

r. Hutan Ezkyat adaslah :Eﬂuﬂmrﬂﬂnmﬁﬁgumﬁiﬁrﬂ-ﬁﬂﬂ

hak milik dsn atav hak laipnya:

s. Feil Hutan Rakyat adzish Fasii bun yang berupa kayu yeng berssal dar hutan  *

&Fgﬁﬁgﬁuﬁgﬁggﬁmﬁﬂﬁ

L Inventarisasi sdaigh Kegiaan pengumpuelan  data dengan - mengpunskan
EE%EEEEE%FEEE ) :

w Pomdaran Kayu Bakysi adalah Proses lalu linias, jusl bedi kuyy reiyad aiay
pemasaran kayu EEE.HEEEEEEEEHHEEEEE&H hutan sempai
pada tangan konsumen ketempat lainnya: e : .

V. .Hutan Produksi  adalah © Kawasan butan

yang EHEE“_E funps:  pokok

. _BABLD
KEBERADAAN HUTAN RAKVAT

: m.unun...___,.

(1) Keberadaan hutan rakyat yang berads diatas lshan / tagah yang dibchani hak milik

&Eﬁnﬁﬁnn@ﬂnﬂnﬂqﬂﬂﬂ?i pemilikan / pengusahaan atas tanah / lahan,
{2} Weberadasn Huian Ralyst menmabsn an yanr dibudidavabon bemuas huac
EEE&HEEEEEEEE:F&EEEH diatas lzhan yang
dibebani hak milik / hak lainnya; -
*“(3) Surat bukti pemilikan / pengusahaan
penmdeng-undangan yanp berlaku,

atas lahan / tanah sesusi denpan peraturan .

10

- yang dimohon oleh pemilik kavi rekoyer: <70 - | T 4T Rnen

m_ugggﬁgggfgﬁﬁﬁﬁmmgg?
Eﬂﬂgﬂgﬁvﬁnﬁuﬂgrﬁﬁngﬁnﬁﬂ
Ciensiak wian didacam pideca kurungen paling lzcs 6 { cosmn j bidan dam atu
denda paling banyak Rp. 5.000.000,- ( Liroa Juta Rupizh ).

BAE X1 .
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Hal-bsl yang behum distr dalam giﬁﬂm&ﬂﬁmﬂ?ﬁg%
pelaksanannnya akan ditetepkan kemudian dengsn Kepuiisan Bupati i

Pasal 13
Peraneon Daerah ind melal beclaku Eﬁﬁlhﬁﬂ:._ﬂ.ﬁwub.. +

Peraturan Dacrah ini dengan aﬂnﬂtﬁbﬂﬁ&ﬂﬂﬁﬂi&ﬂﬁ Daerah Kabapaten
Bimemeiar o

P iy
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(2) Setap pemilik hutan rakyat wailb meniaga, mencegsh dan menanggulangi

berusakan hutan, kebakaran dan kelestarian kawasan konservasi, schinpga

kelestarian hutan dan lahan letap terjaga vesual dengan peruniukannya,

BAE IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pazal 10

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksannan  pengelolzan hutsn rakyst
dilaboukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pinmang / Cabang Dinas
Kebutanan dan Perkebunan sctempat dan [ustansi terkait.

EAB X
KETENTUAN PIDANA

Pagal 11
(2) Pemilik Kayu dari hutan rakyat yang tidsk melakeenakan keteatuan sebagaimana
dimatend pada pasal § val (1) dan (2), maka peia bl Minaz Kehntanan dan

(3} Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kehutanan dan .

“«  Peskebunan Kabugaten Pinrang / Kepala Cabang Dinas Kehutanan dan

. BAR III
" . INVENTARISASI HUTAN RAKYAT
. ._,.EH. 3
(1) Inventarisasi hutan rakyat adalsh Kegiaten pengpumpulan data tegakan hutan

rakyal melipet! pendaizan feptang lokesi, potensi lrgakan dun daia yang

diperlukan;

(2) Terhadap hetan rakyat yang akan dilakukan pencbangan dan pemungutan
kayunya harus terlebih dahulu dilaksanskan inventarisasi;

(3} Pelaksanaan inventarisasi scbagaimam dimsbsud ayul (i) den (Zj, deps

+ dilakukan oleh pemilik hutan rakyat dengan dibimbing oleh petugas kehutanan

nﬁiﬁgﬁgﬁ_ﬂﬁnﬁﬁﬁﬁgggﬂﬁgaﬁﬂ

" dieugaung panilis
BAB IV
PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT
Fasal 4
{1} Pengelolasn hutan rabuat mencalnm stpek kepivien semnmeman semsliharaan

. TEE_"E pengolthan, pemamfaatan, pemasaran dan pengembangan;

*  (2) Pengelolaan hutan rakys sebapsimana yang &Hmﬁc& ayal (1), tals cams

pelabeansannya sbon dizne denpan Keputusan Bupati Pinmag;

+ (3) Dinas Kehutanan _H_E._ Perkebunan wajib memifasilitasi kegistan pengelolaan

hutan yakyat yang biayanya dibebankan pada APBD Eabupalen Pinrang.
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2

4, Enﬁﬁul undang Enﬂaq.m Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya { Lembaran

MNegara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran MNepgara
: Nomor 3419 );
© 5. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah

dan Ketribusi Daerah { Lembarsn iegars Tahun 1997 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Nomor I6E5);
6. Undang - undang Nomer 22 Tahun 1959 leniang

Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomar

60, Tambahan Lembaran Negars Nomor 3835 );

1. Peraturan Pemenintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang - undang Momor 8 Takun 1931 teniang
Hukum Acara Acara Pidana { Lembaran MNegara Tahun 195

. Momor 36, Tambahan Lembaran Megara Nomor 3258 )

8. Perzturan Pemerintzh Momor 20 Tahun 1997 tentang Retribasi
Daerah { Lembaran Negara Tahun 1997 Nomer 55, Tambahan
Lembaran MNegara Nomor 3692 );

. 9, Peratwan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
-+ .« Kewenangan Pemerintzh dan Eewenangan Propinsi szhagai
Daerah Otonom { Lembaran Negara Tahun 2000 Momar 54,

. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );

Drengan Perseiujuan
DEWAN PERWAKILAN ﬂ.__._.m._.,..m_..h____..._.. H-._-..M.E KABUFATEN FINRANG

MEMUTUSKAN:

ARE P kR ey o g

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TENTANG . .

EETRIBUS! IZIN PENGAMRBILAN HASIL HUTAN IKUTAN

L

dibidang retnbusi schagaimana dimoksud dalam Usdang — undang Momor § Tahan
1981 tentang Hukum Acars Pidans: . ;

. {1) Wewenang Penyidik sehagaimans dimaksud pads ayat (1) adalsh >

.. Menznima, mencari, menpumpulkan dan meseliti ketersngse atau laporan

w3 errans GrkE gidens: dibidang seliteni egir sleciigrd s Iapacé

tersebul menjadi lebih lengkap dan jelas: .. . . ) o

b, Meneliti, woncen dan mengumpulian keserangan mengenai ofang pribadi stz
bacan tentang keberadaan perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana
retribusi; .

& Meminta ketrangen dan bahan bukti dari omng pribadi atau  badan

schubungan d tindak pidena dibidang retribusi dacral;, e

d. _...__nn_.n..___.m__wu..__u ?ﬂMQ.EF catatan-catatsn dan dokumen-dokumen lain yang
berkenazn dengan tindak pidane reeribusi daersh; . .

e. Melakukan pengeeledahan atay mendspatkan bahan bukti pembukuan,:
pencatatan dan dokumes-dokumen lain serts melakukan peayitean terhadap
blan bukt tersebut: o

f. Memima bantuuan tensga ahli dalam rangla melaksanakan tugas penyidikan
tindak pidaca dibidang retribusi dazmh; :

g Menyuruh berhemii, melamang scscormg meniaggebesn ruangan ataw tercpat
pada saat pemeriksaan sedang belangsung dan memeriksa idenlitas orang atzu
dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada buruf ¢,

5. MMomotrs smesnrens vang herkaitun denasn tindal: mEu.uh...n_..E._EH._“ :

1. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangha atau saks; .

.. ._-._.nu.ﬂ.._u...h.ﬂ . rﬂm“ﬂﬂi L r =g [ . ;

.“_n Hm...ﬁﬂﬁh?aﬁﬂa FHEEE#&E%E
pidana dibidsng retribusi menurut ukum yang dapai dipertanggung jawablan.

(3) Peayidik scbagaimana dimaksed pada ayat (1) memberftatmban-dimulamya -
penyidikan dsn menyampaikan hasil penyidikaonya kepada penuntut umum
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang — undang Nomor & Tahun

17381 tendang ITukumn Acsra Pidona
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k. Surat Ketelapan Retnbusi Daerah Kurang Bayar .n..u.u_._._uu_.__.wh yang selamjutnya

disingkat SKRDEBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambzhanstas

jumlah retribusi yang telah ditetapkan; |
I Surat Ketetapan Retribusi Daersh Lebih Bayar Tambahan _yang selanjutnya

dapat disingkal SKRDLB adalah Surat Keputuszn yang menentukan jumiah ¢ :

Veishinan pembayarsn retribusi karena jumiah kredit resribusi lebih bessr dari
pada retnbusi yang tenftug stuy tidak sehansnva tenutang;

m. Sural Tagihan Resibusi Daersh yany eslaniuinya dislushat STRD adalah Curet
unfuk melakukan tagihan retribusi dan stay sanksi administrasi berupa bunga
dan atau denda;

n Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap
SKERD atau dokumen lain yvang dipersamakan, SKRDBT dan SKRDLEB yang
dianjurkan oleh wajib retribusi; - :

u. Temeriksaan adalah Serengksian kesiztan untuk mencari, mengumpulkan dan
mengoiah dala dan atau keterzngan lainnyz dilam rangka pespgawasan
kepatshar pemenuhan kewajiban retribusi daerah  berdasarka periluran
perundang-undangan retribusi Daerah;

p. Pedyidik Tindal"™Pidana di Bidang Retribusi Daerak adalsh Serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yany selanfutnya
dapat disebit Penyidik untuk mencari serta mengumpulkcan bukii yang dengan
buikti Wy membuat terang tindal pidana dibidang retribusi deerah yang terjedi
serta menemukan tersangkanya;

q. Eiasil Huisn Dasian adaloh Sazals secuat yang hersifar material dan bukan kayy
yang dapat dimamfastkan dari kebersdaan hutan | baik Hutan Negara maupun
Hirtan Rakyas,

BAE II
NAMA, OBJEK DAN SURBJEK RETRIBUSI

&+

Pasal 2

Dengan nama Retribusi [zin Pengambilan Hasil Hitan Doustan dipungut Retribusi
sebagal Pembayaran atas pemberian izin kepada Ovang Prbadi atau Badan untuk

tda L L

~BABE XI- .» o -
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

N ..__n._.E.,EaE Rexribusi tidak dapat diborongkan;

- {2} Retribusi dipengit dengen SERD dan SKRDEBT; -
"{3} Hasil Purgutan Retribusi selurhnys disstor ke Kas Dasrzh,
BAB XTI
Sadvrsl ADMINISTRASI

. Pasal L4

Malam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada wakiunya - atau kurang
membayar, dikenzkan sanksi adminisirasi berupa denda sehesar 2 % { dua persen )
sctiap bulan dari reerbusi yang ferutang stau kurang dibayar dan ditagih -dengan
mengeunakan STRE,

mAD NITT

TATA CARA PEMRAVARAN

Pagal 15

F

(1) Pembayaran retnbusi yang tendang harug dilunasi sekaligus;

", {2) Reuibusi yang tennang dilunasi selambat-lambatnya 30 ( tiga pulub ) hari sejak

diterbitkannya SKRD atau SKREDEBT dan STRD;

- {3) Tatacars pembeyarsn, penystorzn, tempal pembayaran retribusi diatur oleh Bupati

Cq. Kepala Diras Kehatanan dan Perkebunan,
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B e
& . 7
) €2) Terhadap Hasil Hutan Thutan yang tidak dikenakan ifin pemungutan akan
Pasal 4 dikenakan retribusi pada ssat ditumpuk atau akan diangkut atau sementara
- : dianghut,
(1) Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh izin ;
untuk mengambil Hasil Hutan Iastan; 5k BAE V
(2) Badan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diwajibkan memiliki sarana :
Pagal 7
BAB IO :
PERIZINAN * . M_n_mww_ﬂ penzgunaan jasa diukur berdasarkan volume hasil hutan yang &E..mhw.“"u.ﬂr
u tichy gl = ... . . T ;
| 5 k) H i ; . g g
. dau i BAB Wi
{1} Orang Pribadi atae Badan ¥ang mengambil hasil hutan tkutan haros memiliki FRINSIF DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN
izin deri Bupati Cq. Kepala Dinus Kelutanan den Perkebunan: EESAKNY A TARIF
{1} Untuk mempercieh izin dimsksod ayst (1) pasal imi harus mengajubsan
permohonan secara toriulis kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Rehutanan dan Pasal §
Perkebunan; . )
(3} Tatz Carg Perzinan zlzn distur lebik lenjut oleh Bupati Cg Kepala Dinas (i) Prinsip dan Sssaran dalam penetspan strubtur dan besamys tanf H:.FE.
Kehutanan dan Perkebunan; didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya
(4) Lokasi Hasil Hutan Deutan tidak dalam senpketa: penyelenggaraan pemberian izin vang bersanghutan:
{5) Orang Pribadi atau Badan diwaiihlsn membagal propogal nengslplaan hacil (2} Biaye sebopoimzns dimabsd pada aval (1) meliptil bisys  poagscehai,
hutan ikutan; pengukuran lokasi, pemetaan dan pengawasan.
{5} Deomtuk dan {50 Leii agmudtsil Hasil Hutan Tmutan skan diatr letnh lanjut ;
dengan Eeputusan Bupati Cg, Kepala Dinss Kehutanan dan Perlcebunan. BAE VI
BAR IV ' SIRUKTUR DAN BESARNYA TARIF BETRIBUSI
GOLONGAN RETRIBUSI ,... Pasal 9
Pasal 6 U} Struktur tanif digolonghan berdasarkan Satean dan Jesis Hasi! Hutan lioutan vang
i ; E dizmbsil: i W : mn.w. 2
(1) Retribusi Izin Pengambilan Hasi! Hutan Iutan digolongkan sebagai Retribusi (2) Besarays Tanf ditetapican pafing-tinggi—10%-(-Sepuluh-ilersen} dan-hargs-dasar; S62
Perizinan Tertentu;
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